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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN
PADA BMT ASSYAFITYAH BN KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

Oleh :

MAULINA RISMAWATI
NPM.2003022012

BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan Lampung Timur merupakan salah
satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk pembiayaan yang
paling diminati oleh anggota yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah,
musyarakah, dan murabahah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
mengetahui  bagaimana implementasi akad pembiayaan mudharabah,
musyarakah, dan murabahah serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),
sedangkan sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan cabang, marketing dan
anggota pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling.
Sedangkan teknik analisis data dianalisis dengan analisis induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi akad pembiayaan
mudharabah, musyarakah dan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
Pada pelaksanakan mudharabah dan musyarakah pihak BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan tidak ikut menanggung kerugian yang dialami dalam usaha secara
proporsional. Dan pelaksanakan pada pembiayaan murabahah menunjukan bahwa
pelaksanaanya belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah
ketidaksesuaian ini karena BMT Assyafiilyah BN KC Pekalongan hanya sebagai
pemberi modal, sehingga barang yang dijadikan objek jual beli dengan anggota
belum dimiliki oleh pihak BMT.

Kata Kunci : Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Fatwa DSN-
MUI
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A

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan saat ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah
bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi pengguna.
Dalam transaksi syariah yang dilakukan tentunya memiliki prinsip atau
ketentuan syariah. Adanya prinsip ini bertujuan agar transaksi syariah yang
dilakukan dapat terhindar dari riba serta gharar yang dapat menimbulkan
dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 130 yang

berbunyi:

>
o 8 s

A AT LA Gaas Wadl Il et ¥ ik gull @i
E) s ’! 234
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

kamu mendapatkan keberuntungan.®
Ayat diatas menerangkan bahwa melarang umat Islam melaksanakan
transaksi yang mengandung riba. Allah SWT mengingatkan agar umat-Nya
bertakwa dan tidak memakan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak

yang berutang dengan berlipat ganda.

Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilihan sebagian

masyarakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Lembaga

keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang

84.

! Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Al Waah, 2002),



keuangan syariah, setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh
mengandung unsur riba ataupun yang dilarang oleh agama Islam. Baitul Maal
wat Tamwil (BMT) menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang
memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan
aturan-aturan dalam Al-Qur’an dan Hadist yang berguna bagi praktisi bisnis
untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku
aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang
dijamin oleh kepastian hukum).?

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri
dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran yang bersifat
nonprofit seperti zakat, infag, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai
usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung
kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.?

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah
yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya yang biasanya
beroperasi dalam skala mikro. Dengan adanya optimalisasi Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) dapat membantu masyarakat usaha kecil dan menengah untuk

? Inud Danis Ikhwan Meranti and Azy Athoillah Yazid, “Peran Baitul Mal Wat Tamwil
Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif,” Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum
Islam 12, no. 01 (2021): 31-38.

¥ M A Nurkholifadin and I Iswandi, “Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal
Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Pada BMT Riyadhul Jannah
Bekasi,” Jurnal Penelitian Multidisiplin IImu 1, no. 5 (2023): 847-860.



meningkatkan perekonomiannya.* BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak
terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana, dua fungsi ini merupakan
bagian dari fungsi manajemen BMT. Penyaluran dana oleh BMT dapat
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya.® Fungsi
BMT pada penyaluran dana dibedakan ke dalam empat kategori yang
dibedakan berdasarkan jenis penggunaannya antara lain pembiayaan dengan
prinsip akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam
meminjam.®

Salah satu BMT vyang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan adalah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan didirikan pada tahun 2014
yang terletak di JI. AH Nasution No.16, Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab.
Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan karena letaknya yang strategis yaitu dekat dengan Pasar
Pekalongan yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Pekalongan dan
sekitarnya. Selain itu BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan merupakan salah
satu lembaga keuangan non bank yang beroperasi secara syariah. BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan sebagai keuangan lembaga mikro syariah
memiliki fungsi sebagai baitul tamwil dan baitul maal. Sebagai baitul tamwil

bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk

* Arrizqah Bariroh, “Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah,” Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 69-83.

> Desi Ameliya Purwasik, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT
Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS),” Jammiah (Jurnal limiah Mahasiswa Ekonomi Syariah) 2,
no. 2 (2022): 121-131.

® Nursania Dasopang, “BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah,” Islamic Circle 3, no. 2
(2023): 63-71.



meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong
kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam kegiatan transaksinya
menjalankan kegiatan seperti lembaga keuangan mikro syariah lainnya seperti
penghimpunan, penyaluran dana, dan menerima jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Pembiayaan yang ditawarkan pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan terbagi kedalam beberapa akad yaitu akad pembiayaan bagi hasil
yang terdiri dari produk mudah ceria (mudharabah), sama ceria (musyarakah)
lalu akad pembiayaan jual beli yang terdiri dari produk murabahah ceria dan
pembiayaan jasa yang terdiri dari produk hawalah ceria, ihrom ceria, dan al-
gordh ceria.’” Berikut data jumlah anggota pembiayaan pada BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan dari tahun 2021-2023.

Tabel 1.1

Data Jumlah Anggota Pembiayaan Pada BMT
Assyafiiyah BN Pekalongan

No Pembiayaan Jumlah Anggota (2021-2023)
1. Mudharabah 27

2. Musyarakah 25

3. Murabahah 28

4. Hawalah 19

5. Ihram 5

6. Qardh 16

Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa 3 pembiayaan yang paling
diminati ada pada pembiayaan murabahah sebanyak 28 anggota, lalu
pembiayaan mudharabah sebanyak 27 anggota, kemudian pembiayaan

musyarakah sebanyak 25 anggota. Pembiayaan hawalah sebanyak 19

" Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Desember 2023.



anggota, pembiayaan gardh sebanyak 16 anggota dan yang paling sedikit
pembiayaan ihram sebanyak 5 anggota, hal ini menunjukkan bahwa
pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah yang disalurkan oleh
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mendapat respon baik dari masyarakat.
Pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah
adalah akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan
syariah. Akad mudharabah dan musyarakah adalah kerjasama yang jelas
antara kedua belah pihak, yang dapat membantu kegiatan usaha para anggota
yang mengalami kekurangan modal. Selain itu akad murabahah juga banyak
dilakukan dalam transaksi pembiayaan, dengan akad jual beli yang dilakukan
dapat membantu anggota yang kekurangan dana untuk membeli suatu barang.
Ketiga akad ini sangatlah baik jika diterapkan sesuai dengan ketentuan
syariah yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan
ketentuan syariah yang telah ditetapkan agar akad kerjasama dan jual beli
jelas dan ada transparansi sehingga terhindar dari gharar dan riba.
Pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah diatur dalam
fatwa DSN-MUI agar pembiayaan yang dijalankan oleh LKS berjalan sesuai
dengan syariat Islam. Keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya
kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi dan segi syariah.
Sehingga keberadaan transaksi di lembaga keuangan syariah mendatangkan
kemanfaatan yang besar bagi nasabah secara khusus, dan pengembangan

ekonomi nasional bagi Indonesia secara umum. Bagi lembaga keuangan



syariah yang tidak menerapkan fatwa DSN-MUI, maka lembaga tersebut
dianggap tidak menerapkan prinsip syariah.®

Adapun standar pelaksanakan pada pembiayaan mudharabah termuat
dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/IV/2000. Mudharabah vyaitu akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh
modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola, keuntungan usaha
dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.®
Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 musyarakah yaitu
pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan.’® Dan murabahah menurut fatwa DSN No.
04/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad jual beli barang dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.**

Pada praktiknya pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah
dan murabahah adalah jenis pembiayaan yang banyak dipilih oleh anggota di
BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan. Namun dalam pelaksanaannya rata-
rata anggota belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini, sehingga fakta

yang ada tidak sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Seperti yang

® Hamli Syaifullah, “Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha” (Kordinat, 2018),
263.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Mudharabah (Qiradh).

10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Musyarakah.

1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Murabahah.



terjadi pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kerja sama pada
pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak selamanya berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, terkadang anggota yang mendapatkan modal dari
BMT Assyafiiyah BN Pekalongan mengalami kerugian dalam usahanya.

Salah satu angggota bernama Ibu J, beliau mengajukan pembiayaan
mudharabah di BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan untuk modal untuk
usaha tanam padi. Karena sedang memasuki musim gadu, beliau mengatakan
bahwa hasil panennya mengalami kerugian dan pada saat jatuh tempo belum
bisa membayar pembiayaan pokok dan bagi hasil. Sehingga dilakukannya
penjadwalan kembali (rescheduling) atau penundaan waktu pembayaran
pembayaran pokok dan tetap membayar bagi hasil berdasarkan presentase
nisbah pada kesepakatan awal.*?

Kemudian salah satu anggota bernama Ibu R, beliau mengajukan
pembiayaan musyarakah di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk
menambah modal untuk usaha tanam padi miliknya. Namun setelah panen ibu
R mengalami kerugian, hal ini disebabkan karena padi miliknya diserang oleh
hama yang mengakibatkan mengalami kerugian dalam usahanya sehingga
menjadi terhambat dalam membayar angsuran oleh karena itu dilakukannya
penjadwalan kembali (rescheduling) atau penundaan waktu pembayaran
dengan pinjaman pokok dan bagi hasil berdasarkan presentase nisbah pada

kesepakatan awal dengan pihak BMT.*3

12 Wawancara dengan Ibu J selaku anggota pembiayaan mudharabah BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

3 Wawancara dengan Ibu R selaku anggota pembiayaan musyarakah BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan pada tanggal 09 Januari 2024.



Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak
Fahrudin selaku Pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, pada
pembiayaan mudharabah dan musyarakah jika terjadi kerugian pada usaha
anggota maka pihak BMT akan menyelidiki penyebab dari kerugian tersebut.
Jika kerugian terjadi dikarenakan ada bencana alam atau jika pada sektor
pertanian dikarenakan adanya pengaruh iklim yang mengakibatkan hasil
panen menurun, sehingga anggota tidak dapat membayar angsuran pokok dan
bagi hasil pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pihak BMT akan
melakukan penundaan waktu pembayaran dengan melakukan rescheduling
dengan membayar pokok dan bagi hasil tetap sesuai dengan nisbah
kesepakatan.'*

Rescheduling yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya
menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang
memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi syarat
tertentu :

1. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
2. Debitur menunjukan itikad baik atau keyakinan bahwa debitur tetap minta
dan berniat untuk terus mengelola usahanya.*®

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam hal ini upaya penyelesaian
dengan rescheduling lebih diutamakan dipakai karena tidak memberikan

risiko merugikan pihak BMT Assyafilyah BN Pekalongan. Alasan BMT

1 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2024.

> peraturan Bank Indonesia (BI) No.10/18/PB1/2008 Tentang Restrukrisasi Pembiayaan
Bagi Bank Syariah



Assyafiiyah BN Pekalongan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
dengan cara rescheduling dapat menyelamatkan profibilitas laporan keuangan
pada pembiayaan dan memberi kelonggaran waktu bagi anggota.®

Ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah menjelaskan bahwa “LKS sebagai penyedia dana menanggung
semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi aturan™’ dan
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
menjelaskan bahwa “Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara
proporsional menurut saham masing-masing modal”.*®

Sedangkan pada pembiayaan dengan akad murabahah di BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan, dalam praktiknya pembiayaan akad
murabahah yang dilakukan yaitu dengan memberikan uang untuk kemudian
BMT menyerahkan kewenangan membeli barang kepada anggota.
Berdasarkan keterangan dari lbu T, salah satu anggota pembiayaan
murabahah beliau mengatakan bahwa pada saat proses pembiayaan, pihak

BMT hanya memberi pembiayaan berupa uang dan pembelian barang

dilakukan sendiri oleh anggota berdasarkan kontrak kesapakatan.®

* Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2024.

" Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Mudharabah (Qiradh).

'8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Musyarakah.

% Wawancara dengan Ibu T selaku anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.
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Sebagaimana dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah mengatakan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah
harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.2°

Berdasarkan apa yang telah diuraiakan sebelumnya, hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh ljlal Setiawan dan Abrizen Justa
dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS
BMT AL-FATH Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000” di dalam
penelitian tersebut membahas mengenai praktik pembiayaan menggunakan
akad musyarakah pada BMT AL-FATH. Penerapan akad pembiayaan
musyarakah pada BMT AL-FATH telah menunjukan komitmennya dalam
menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah
ditetapkan. Dari total 22 butir fatwa yang dituangkan, BMT AL-FATH telah
memenuhi seluruhnya dengan tingkat kepatuhan 100%.%

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
menganalisis praktik mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang
dilakukan oleh BMT Assyafiiyah BN Pekalongan dengan Fatwa DSN. Oleh
sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
peneliti mengangkat judul “Implementasi Praktik Akad Pembiayaan Pada
BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau Dari

Fatwa DSN-MUI”

%0 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Murabahah.

“! [jlal Setiawan and Abrizen Justa, “Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah
KSPPS BMT AI-FATH Menurut Fatwa No . 08 / DSN-MUI / IV / 20007, Journal of Figh in
Contempory Financial transactions, 2, no. 2 (2024): 37-55.
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B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana praktik akad pembiayaan pada
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur ditinjau Fatwa DSN-

MUI?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
menganalisis praktik akad pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan Lampung Timur ditinjau Fatwa DSN-MUI.
2. Manfaat penelitian
Adapun manfaat yang ingin diberikan peneliti dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
bagi para akademisi baik penulis maupun akademisi selanjutnya, agar
dapat menjadi acuan di bidang jasa keuangan syariah maupun menjadi
sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya
tentang aspek kesyariahan bagi produk-produk jasa keuangan syariah.
b. Manfaat praktis
Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan informasi
dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk maupun

optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syariah.
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D. Penelitian Relevan
Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu
yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Dalam hal ini, peneliti
mengutip hasil penelitian terdahulu yaitu:
Tabel 1.2
Penelitian Relevan
No NI & ‘.JUdUI Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan Novelty
Penelitian
1 | ljlal Setiawan | Penerapan akad | Pembahasan | Lokasi Pembaruan
dan Abrizen | pembiayaan penelitian penelitian dari
Justa. musyarakah sama-sama | yang berbeda | penelitian ini
Analisis pada BMT AL- | membahas | penelitian pada
Kesesuaian FATH telah akad sebelumnya | praktiknya
Praktek menunjukan pembiayaan | berada di anggota
Pembiayaan | komitmennya ditinjau KSPPS BMT | yang
Musyarakah | dalam fatwa DSN- | AL-FATH terdaftar
KSPPS BMT | menjalankan MUI. sedangkan pada BMT
AL-FATH kegiatan sesuai penelitian Assyafiiyah
Menurut dengan prinsip- yang akan BN KC
Fatwa DSN prinsip syariah peneliti Pekalongan
No. 08/DSN- | yang telah lakukan tidak harus
MUI/IV/2000 | ditetapkan. Dari berada di masyarakat
22 total 22 butir BMT yang
fatwa yang Assyafiiyah | beragama
dituangkan, BN KC Islam, ada
BMT AL-FATH Pekalongan. | anggota
telah memenuhi yang
seluruhnya beragama
dengan tingkat Non
kepatuhan Muslim.
100%.
2 | Dwi Hasil penelitian | Pembahasan | Lokasi Pembaruan
Andayani dan | ini menunjukan | penelitian penelitian dari
Iva Anivatul | bahwa sama-sama | yang berbeda | penelitian ini
Khasanah, penerapan akad | membahas | penelitian pada
Implementasi | pembiayaan akad sebelumnya | praktiknya
Akad murabahah pada | pembiayaan | berada di anggota
Murabahah | BMT UGT | ditinjau Baitul Maal | yang
Ditinjau Dari | Nusantara fatwa DSN- | Wat Tamwil | terdaftar

2 ljlal Setiawan and Abrizen Justa, “Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah
KSPPS BMT AI-FATH Menurut Fatwa No . 08 / DSN-MUI / 1V / 2000, Journal of Figh in
Contempory Financial transactions, 2, no. 2 (2024): 37-55.
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No NaFr’nagf\_]uduI Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan Novelty
enelitian

Fatwa Dewan | Cabang  Pare- | MUL. UGT pada BMT
Syariah Kediri sebagian Nusantara Assyafiiyah
Nasional besar telah Cabang BN KC
Majelis sesuai  dengan Pembantu Pekalongan
Ulama prinsip syariah, Pare-Kediri tidak harus
Indonesia dalam hal ini sedangkan masyarakat
No: 04/DSN | adalah penelitian yang
MUI/1V/2000 | berdasarkan yang akan beragama
Pada Baitul | fatwa DSN-MUI peneliti Islam, ada
Maal Wat | NO:  04/DSN- lakukan anggota
Tamwil UGT | MUI/IV/2000 berada di yang
Nusantara tentang BMT beragama
Cabang murabahah. Assyafiiyah | Non
Pembantu Pihak BMT BN KC Muslim.
Pare-Kediri.?® | dalam transaksi Pekalongan.

murabahah ini
bertindak
sebagai sebagai
penjual, karena
pada penyerahan
berkas-berkas

permohonan
anggota

disetujui  oleh
kedua pihak
barang  belum
sepenuhnya
menjadi  milik

dan kuasa dari
pihak BMT akan
tetapi bisa
diperkirakan
waktu
penyerahannya
kepada anggota
yang
mengajukan
pembiayaan.

2 Dwi Andayani and Iva Anivatul, “Implementasi Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN MUI/IVV/2000 Pada Baitul Maal
Wat Tamwil UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri,” Eksya : Jurnal Ekonomi Syariah 1
(2023): 35-45.
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Nama & Judul

No Peneliti Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan Novelty
enelitian
3 | Dyah Hasil Pembahasan | Lokasi Pembaruan

Fitrokhtul penelitiannya penelitian penelitian dari

Insani, menunjukan sama-sama | yang berbeda | penelitian ini

Implementasi | implementasi membahas | penelitian pada

Akad akad mengenai sebelumnya | praktiknya

Pembiayaan | pembiayaan akad berada di anggota

Mudharabah | mudharabah pembiayaan | BPRS yang

dan dan musyarakah Investama terdaftar

Musyarakah | belum Mega Bakti pada BMT

Pada Bank menunjukkan Makassar Assyafiiyah

Pembiayaan | kesesuaian sedangkan BN KC

Rakyat penerapan penelitian Pekalongan

Syariah sesuai yang akan tidak harus

(Studi BPRS | berdasarkan peneliti masyarakat

Investama fatwa DSN No. lakukan yang

Mega Bakti |7 & berada di beragama

Makassar)®* | 8/DSN/MUI/IV BMT Islam, ada
tahun 2000 Assyafiiyah | anggota
tentang BN KC yang
mudharabah Pekalongan. | beragama
dan Non
musyarakah, Muslim.
seperti dalam
pemantauan

usaha nasabah,
bagi hasil agar
tercapai
maslahah antara
bank dan
nasabah dan
kerugian yang
harus di
tanggung secara
proporsional.

2 Dyah Fitrikotul Insani, “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019).




BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dahrbu fil aardi yang berarti
bepergian untuk berdagang. Mudharabah disebut juga dengan gi-radh
yang berasal dari al-qardu yang mempunyai arti potongan karena pemilik
memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan. Secara terminologis
mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak
lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha yang diperoleh dari
sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Bilamana kerugian itu diakibatkan pihak pengelola, maka tanggung jawab
atas kerugian tersebut ada pada pihak pengelola.!

Mudharabah dalam Figh muamalah, diungkapkan secara
bermacam-macam di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan
mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan
dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak
yang lain. Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah
sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang
ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu

dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi’i

82.

! Ahmadiono, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Jember: IAIN Jember Press, 2021),
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mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah
uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang
dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan
menurut Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah dengan
pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang
jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan
mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.’

Berdasarkan definisi di atas mudharabah adalah akad kerja sama
antara pihak pertama (shahibul maal) sebagai pemilik dana dan pihak
kedua (mudharib) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam

akad.

. Landasan Hukum Mudharabah

a. Al-Quran
Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan
Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 29

yang berbunyi :

e\

P
Zz
Sy e

o B 6,88 ol V) Wl s A Bk V Tk aall @l

o) iy OF A &) nemn Bl BRI Y iz oIS
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.®

107.

2 Zaenal Arifin, Akad Mudharabah (Jakarta: Penerbit Adab, 2021), 40.
% Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Al Waah, 2002),
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b. Al-Hadist
Adapun hadits tentang mudharabah atau giradh terdapat pada
hadis Sunan Ibnu Majah, juz 7 yang artinya “Ada tiga perkara yang
diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan
mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.*
3. Macam-Macam Mudharabah
Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis
mudharabah muthlagoh dan mudharabah mugayyadah.
a. Mudharabah muthlagoh
Mudharabah muthlagoh adalah akad dalam bentuk kerja sama antara
shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
b. Mudharabah muqoyaddah
Mudharabah mugoyaddah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlagoh. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan
kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.”
4. Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah
Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

mudharabah Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan,

* Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, “Telaah Konsep Jaminan Dalam
Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah,” Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 14,
no. 2 (2022): 103-114.

5 Zaenal Arifin, Akad Mudharabah, 42.
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Menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudharabah adalah sebagai

berikut :

a. Ketentuan Pembiayaan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh
LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola
usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut
serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,



8)

9)
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LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan,
dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1)

2)

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus

cakap hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara  eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
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3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh

4)

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat

sebagai berikut:

a)
b)

Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waktu akad.

Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai

dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi:

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai
kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian,

atau pelanggaran kesepakatan
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Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan
(mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan hal-hal berikut :

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan
mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan

harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1)

2)

3)

4)

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu allag) dengan sebuah kejadian
di masa depan yang belum tentu terjadi.

Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.®

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa musyarakah/syirkah, berarti percampuran atau
perkongsian. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya,
tanpa dibedakan antara keduanya. Menurut Ulama Hanafiyah musyarakah
adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta
pokok dan keuntungan. Menurut Ulama Malikiyah musyarakah adalah
perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar
saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan
dibagi bersama. Menurut Ulama Shafi’iyah musyarakah adalah
kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan
cara yang sudah berlaku. Menurut Ulama Hanabilah musyarakah adalah
perkumpulan/perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta
bersama.’

Akad musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau
lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan

® Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/1V/2000

Tentang Mudharabah (Qiradh).

30.

" Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok : PT RajaGrafindo Persada),
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kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana
masing-masing.®
Berdasarkan definisi di atas musyarakah adalah kerja sama yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan
berdasarkan nisbah yang disesuaikan secara proporsi berdasarkan modal
masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, dan bila
terjadi kerugian maka risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai
kesepakatan yang telah disepakati.
2. Landasan Hukum Musyarakah
a. Al-Quran
Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan
Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Firman Allah SWT dalam surat Shad ayat

24 yang berbunyi:

L85 °’f\/u5\m s e &4 uax’;\”\jju\j
r.lb / o../wM\

Artinya; Dan sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang
berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan
sedikit sekali mereka itu.’

b. Al-Hadits
BE3I6 Lo Lolapist B2 6 oS RN G - J3ds Jas al 51

Ls.@.@.u/”a u,éu.;-};- A.A:>-L~0 }//

8 Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
2016), 136.

% Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Al Waah, 2002),
650.
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Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW : Aku adalah pihak
ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu
pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu
pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.

Maksud dari hadist di atas, Allah akan menjaga dan menolong
dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pandangan mereka,
namun jika orang yang bersekutu itu menghianati temannya, maka
Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.*

3. Macam-Macam Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan
(syirkah al amlak) dan musyarakah akad (syirkah al’agd). Musyarakah
kepemilikan adalah karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang
mengharuskan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu harta. Dalam
musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi asset yang
sebenarnya dan juga berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh asset
tersebut.

Sedangkan musyarakah akad terjadi dimana dua orang atau lebih
sepakat untuk masing-masing menyumbang dalam bentuk modal
musyarakah, dan mereka sepakat untuk membagi keuntungan dan
kerugian. Akad musyarakah dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

a. Syirkah Al’inan adalah perjanjian kontraktual antara dua orang atau

lebih, yang masing-masing memberikan ukuran total modal dan

berpartisipasi dalam manajemen. Para pihak berbagi untung dan rugi

10 Ahmadi Alsyaf, “Sistem Pembiayaan Di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih
Situbondo,” Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar 6, no. 2 (2019): 17-26.
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sesuai kesepakatan, tetapi bagian para pihak (baik dalam modal,
tenaga kerja atau bagi hasil) tidak harus sama tetapi menurut
kesepakatan.

b. Syirkah Al Muwafadlah adalah akad kerjasama antara dua orang atau
lebih, dan dua orang atau lebih memberikan sebagian dana bersama
dan ikut serta dalam pekerjaan. Masing-masing pihak membagi
keuntungan dan kerugian secara merata. Tanggung jawab dan beban
utang menjadi tanggungan semua pihak.

C. Syirkah Al A’mal adalah akad kerjasama antara dua orang dalam
industri yang sama untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama-
sama dan kemudian membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

d. Syirkah Al Wujuh adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih
ahli bisnis yang bereputasi baik. Syirkah ini terjadi karena adanya
kedudukan profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain untuk
membeli secara kredit kemudian menjualnya secara tunai.**

5. Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah
Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/1V/2000 tentang pembiayaan
musyarakah Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan,

Menetapkan  fatwa tentang pembiayaan musyarakah adalah sebagai

berikut :

Beberapa Ketentuan:

" Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada
Perbankan Syariah,” Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah 3, no. 1 (2021): 1.
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Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a.

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan
tujuan kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan

hal-hal berikut:

a.

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.

Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah
dalam proses bisnis normal.

Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi
wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian
dan kesalahan yang disengaja.

Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
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Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a.

Modal

1)

2)

3)

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset
perdagangan, seperti barang-barang, instrumen, dan
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Kerja

1)

2)

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja
bukanlah  merupakan syarat. Seorang mitra boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan
bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas

nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
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masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam
kontrak.
c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi
keuntungan atau penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang
ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu
diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas
dalam akad.

d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional
menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisinan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
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dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.*?

C. Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian Murabahah
Secara bahasa murabahah memiliki arti saling memperoleh
keuntungan. Sedangkan secara terminologis murabahah diartikan sebagai
jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati. Dalam konteks ini, penjual harus memberitahu harga produk
yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.™®
Berdasarkan definisi di atas murabahah adalah akad jual beli suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Artinya, jual beli
murabahah ialah jual beli yang akumulasi harganya terdiri dari harga beli
ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, dengan syarat
keuntungan tersebut diketahui oleh pembeli.
2. Landasan Hukum Murabahah
a. Al-Quran
Murabahah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan
Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah 275

yang berbunyi :

& ° ) 5///»
e i A 20

12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Musyarakah.
3 Ahmadiono, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 94.
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Artinya : Dan ﬁllah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.

b. Al-Hadist
Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah adalah
hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2289 yang artinya
“Diriwayatkan dari Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda: “Tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara
tidak tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”
Hadist di atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli
yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan
murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi
tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas
sesuai kesepakatan.®
3. Macam-Macam Murabahah
a. Murabahah tanpa pesanan
Murabahah jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek
jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada
yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang
dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang
dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum

yang harus dipelihara.

4 Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Al Waah, 2002),
58.

> Muhammad Diah and Zulhamdi Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan
Syariah,” Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law 1, no. 1 (2022): 53-74.
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b. Murabahah berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Murabahah jenis ini pengadaan barang (barang syariah sebagai
pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan
yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Apabila tidak ada yang
pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang
sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk
menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efesien.®

4. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
murabahah Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan,
Menetapkan fatwa tentang pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Syariah :
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

18 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : LPFE Usakti), 171.
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(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga

pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1)

2)

3)

4)

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau asset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
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membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari Kkerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka
a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

c. Jaminan Dalam Murabahah.

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.

d. Utang dalam Murabahah
1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
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dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya
kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam Murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f.  Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.*’

Y Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendapat data atau
informasi di lapangan yang diperoleh dari sasaran penelitian atau disebut
informan melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi,
wawancara, dan sebagainya yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.*

Penelitian dalam hal ini dilakukan di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan Lampung Timur, untuk mengetahui secara jelas gejala apa
yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan kesesuaian praktik
pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan,
menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan
peristiwa yang terjadi saat ini.” Sedangkan penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.?

! Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 15.
2 Sulaeman Jajuli, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Banten : Media Madani, 2020), 51.
¥ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 14.
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Penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan
dengan kesesuaian praktik pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI tentang
pembiayaan dengan datang langsung ke lapangan guna mendapatkan
informasi yang akurat.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan
sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan
suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara
langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian.* Selanjutnya,
peneliti memberikan batasan terhadap responden dengan menggunakan
sampel. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangatlah berbeda
dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, sampel yang
dipilih memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum,
bahkan untuk digeneralisasikan. Selain itu, sumber data primer yang
lansung diterima dari sumber data seperti responden atau sampel.

Penentuan sampel dalam penelitian ini, menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel purposive dilakukan
dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik

tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti,

* Jajuli, Metode Penelitian Ekonomi Islam, 146.
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terutama orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui
suatu peristiwa tertentu.’

Kriteria yang dimaksud yaitu pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan yang sudah pasti memberikan informasi mengenai Lembaga
khususnya pembiayaan, karyawan bagian marketing sebagai informan
yang valid terkait pembiayaan, dan anggota masyarakat yang melakukan
pembiayaan lebih dari satu kali yang sudah pasti akan memberi informasi
valid. Berikut informan sumber data primer penelitian ini.

a. Bapak Fahruddin, selaku pimpinan BMT Assyafilyah BN KC
Pekalongan.

b. Bapak Okta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
yang berperan aktif dalam proses pembiayaan.

c. lbuJdan Ibu A anggota pembiayaan mudharabah.

d. Bapak S dan Ibu L anggota pembiayaan musyarakah.

e. lbu T dan Ibu B anggota pembiayaan murabahah.

Menurut Agus Salim, pengambilan sampel pada penelitian
kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel, dan tidak diarahkan
pada jumlah yang besar melainkan pada kekhususan kasus sesuai dengan
penelitian masalah.® Peneliti menetapkan setidaknya yang berperan
penting dalam praktik pembiayaan di BMT Assyafiilyah BN KC

Pekalongan.

% Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 65.
® Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 66.
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2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara
tidak langsung, melalui bahan-bahan/dokumen tertulis.” Sumber data
sekunder dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer dalam
mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu melalui buku-buku
terkait lembaga keuangan syariah seperti buku Fikih Muamalah
Kontemporer, Akad Mudharabah, Produk dan Akad Perbankan Syariah,
Produk Perbankan Syariah, Perbankan Syariah di Indonesia, serta
Fatwa DSN-MUI.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu cara memperoleh data dalam
melakukan kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan
sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek diwawancarai. Teknik
wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk
mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka
dengan informan yang menjadi subjek penelitian.®

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah

wawancara semi terstuktur. Hal ini dikarenakan sebagai pewawancara

7 Jajuli, Metode Penelitian Ekonomi Islam, 147.
® Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 75.



39

menanyakan pertanyaan yang mengarah kejawaban dalam pertanyaan
yang dikemukakan namun pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh
responden tanpa terikat oleh hal apapun. Adapun wawancara akan
dilakukan oleh pimpinan cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan,
marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dan 6 anggota
pembiayaan yaitu lbu J, lbu A, Bapak S, Ibu L, Ibu T,dan Ibu B pada
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan .
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang
didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen
tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial,
kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen
terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto dan
sebagainya.’

Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu dokumentasi berupa
dokumen-dokumen profil BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan serta
arsip-arsip mengenai akad pembiayaan.

D. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan semua data yang
diamati dan diteliti berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga

keabsahan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk terjaminnya

¥ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 85.
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keakuratan data. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data
menggunakan teknik triangulasi, salah satu proses yang harus dilalui oleh
peneliti proses ini menentukan aspek validitas dari informasi yang diperoleh
untuk kemudian disusun dalam suatu analisis penelitian. Teknik triangulasi
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara
dan berbagai waktu.*

Triangulasi digunakan sebagai upaya untuk mengecek kebenaran data
dalam suatu penelitian dengan tidak hanya menggunakan satu sumber data
saja, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman
pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali. Dalam penelitian ini
menggunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.! Pada pelaksanaanya
peneliti melakukan pengecekan data dari hasil wawancara dengan pimpinan
cabang, marketing dan 6 anggota pembiayaan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan

10 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar : CV Syakir Media Press,
2021), 190.
1 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif , 191.
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sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari.*?

Setelah  memperolen semua data yang diperlukan, peneliti
mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data
yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan menggunakan analisis
induktif. Analisa induktif adalah analisis dimana pengambilan kesimpulan
diambil dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan.®®

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian
kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif
dari informasi khusus tentang praktik pembiayaan yang ditinjau dari Fatwa

DSN-MUI.

12 7uchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif , 159.
13 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, 85.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

1.

Sejarah Berdirinya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung
Timur

KSPPS BMT Assyafiiyah didirikan pada tanggal 03 September
1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah. Berawal dari kegiatan jamaah pengajian
Assyafiiyah dan Pengajian Akbar Peresmian Pondok Pesantren Nasional
Assyafiiyah dengan penceramah Bapak KH. Drs. Agus Darmawan dari
Jakarta, menyisakan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT
Assyafiiyah. Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafiiyah mulai
memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999
Resmi mendapatkan status Badan Hukum Koperasi dengan Nomor
28/BH/KDK.7.2/111/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT
Assyafiiyah berubah nama menjadi Koperasi BMT Assyafiiyah. Sesuai
keputusan dari Kementrian dan usaha kecil dan menengah Nomor
219/PAD/M.KUKM.2/X11/2015 tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT
Assyafiiyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah

Nasional.
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2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

a. Visi

Menjadi Koperasi Besar, Modern dan Berkualitas

b. Misi

1) Meningkatkan pelayanan dan operasional berbasis digital.

2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.

3) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan

prinsip syariah.

4) Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan,

pertanian, industri, dan jasa.

5) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan

efektif, efesien, dan transaparan.

6) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung

Timur

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional KC Pekalongan

Lampung Timur

Pimpinan Cabang
Fahrudin Hasan, A.Md

Marketing
Octa Arinta, S.Pd

Teller

Rina Setianingsih

Marketing
Ahmad Muslih, S.E

[
Anggota

Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
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4. Produk-produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung

Timur

a. Produk Simpanan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

1)

2)

3)

Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad wadiah yad dhomanah dengan
pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal
minimal Rp.10.000 serta saldo simpanan minimal Rp.10.000
simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.
Ceria Utama

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung
atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan
setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000
pada setiap bulannya.

Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah,
menggunakan akad wadiah yad dhomanah, simpanan yang di
khususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilanya setiap
ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening
atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan
saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan

bonus yang menarik setiap bulannya.
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4) Ceria Qurban
Simpanan untuk persiapan lbadah Qurban, menggunakan akad
wadiah yad dhomanah, dengan pembukaan rekening atas nama
perorangan, dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo
simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus
yang menarik.

5) Ceria Ketupat
Produk simpanan Assyafiiyah, simpanan umum syariah yang
setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang
berlaku di tahun berjalan, menggunakan akad wadiah yad
dhomanabh, bonus atau bingkisan lebaran menarik.

6) Ceria lhrom
Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh, akad simpanan
menggunakan akad wadiah yad dhomanah, bonus menarik.

7) Ceria Berkah (Berjangka Syariah)
Simpanan yang di tujukan untuk anggota, yang ingin
menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat
melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

b. Produk Pembiayaan BMT Assyafiiyah BN

1) Pembiayaan Bagi Hasil

a) Mudah Ceria
Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik

dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan
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anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau
ketrampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha
yang produktif dan syariah.

b) Sama Ceria
Merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT
dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha
masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi
yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha
dipercayakan kepada anggota.

2) Pembiayaan Jual Beli

a) Murabahah Ceria
Akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis
barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT
akan mewakalahkan barang vyang dibutuhkan dan
menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah
keuntungan yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Jasa

a) Hawalah Ceria
Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT,
anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih
dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak

yang berhutang.
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b) lhrom Ceria
Pembiayaan untuk persiapan pelaksanakan ibadah haji dan
umroh, anggota menggunakan akad ijarah multi jasa dengan
jangka waktu tertentu.

B. Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan Lampung Timur

1. Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
Pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan adalah pembiayaan berupa pemberian modal oleh BMT
Assyafiilyah BN KC Pekalongan kepada anggota yang digunakan untuk
modal usaha yang dijalankan oleh anggota. Bapak Fahrudin Hasan selaku
Pimpinan Cabang BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan mengatakan
bahwa jenis mudharabah yang digunakan adalah jenis mudharabah
mugayadah, mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau
tempat usaha.'
Pelaksanakan pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan, berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengenai ketentuan pada
pembiayaan mudharabah beliau mengatakan bahwa :
“Pembiayaan mudharabah disini ada beberapa ketentuan
seperti pembiayaan untuk usaha yang produktif BMT beri

modal untuk usaha anggota, jangka waktu pembayaran terus
bagi hasil juga kesepakatan bersama, usahanya tidak

! Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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menyalahi aturan syariah dan tidak dilarang oleh pemerintah,

lalu usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan yang terakhir

anggota yang melakukan pembiayaan sudah menjadi anggota
dari BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan™.?

Pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafilyah BN KC
Pekalongan memiliki beberapa ketentuan diantaranya yaitu pertama
pembiayaan ditujukan untuk usaha yang produktif, kedua
pembiayaan mudharabah didanai oleh pihak BMT untuk usaha
anggota, penetapan jangka waktu, cara pengembalian, bagi hasil
berdasarkan kesepakatan bersama, ketiga usaha yang dijalankan
anggota tidak menyalahi aturan syariah dan tidak dilarang oleh
pemerintah, keempat usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan
6 bulan dan kelima anggota yang melakukan pembiayaan sudah
menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Adapun dalam  praktik pelaksanakan  pembiayaan
mudharabah melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu :

a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan
datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.
Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan
mudharabah anggota mengajukan permohonan pembiayaan
dengan datang langsung ke BMT Assyafiyah BN KC

Pekalongan. Menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing

proses pembiayaan tahapan yang pertama sebagai berikut :

2 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung
datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan
membawa syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan
pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri,
fotokopi KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa
kendaraan maka BKPB/STNK ataupun bisa sertifikat
tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah
menjadi anggota simpanan artinya harus memiliki
simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan
pembiayaan di BMT Assyafiiyah.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa
ketika anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka
ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi
KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah,
memberi jaminan jika kendaraan berupa BPKB/STNK ataupun
sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap dan yang
terakhir harus sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Fahrudin Hasan
selaku Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan
berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam
pengajuan pembiayaaan jaminan menjadi salah satu syarat yang
harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan

biasanya jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun

sertifikat tanah™*

¥ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

* Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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b. Calon anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah
disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.
Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan
mudharabah yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan
yang diberikan karyawan kepada anggota. Berikut hasil
wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing yang
bertugas menangani proses pembiayaan:
“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan,
diisi sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir
permohonan pembiayaan itu isinya ya data diri anggota,
usahanya apa, jumlah permohonan pembiayaannya
berapa, terus melakukan pembiayaan untuk apa, jangka

waktu yang diambil berapa, jaminannya apa yang
diberikan kurang lebihnya seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses tahapan
yang kedua adalah anggota mengisi formulir permohonan
pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan tersebut
berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan anggota,
jumlah  permohonan  pembiayaan, tujuan  penggunaan
pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diambil dan
jaminan diberikan.

c. Karyawan bagian marketing melakukan survey ke tempat lokasi
usaha anggota.

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha

calon anggota pengajuan pembiayaan mudharabah. Adapun

5 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah
sebagai berikut:

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung kita
lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita
tanyakan kepada anggota kira-kira apa yang akan di
jaminkan, kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak
atau tidak, motornya layak apa enggak, suratnya lengkap
atau tidak seperti itu.”®

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi dan
keberadaan jaminan. Jaminan dilihat dengan kondisinya layak
atau tidaknya untuk dijadikan jaminan.

d. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap
dana pengajuan anggota.

Setelah dilakukannya survey maka selanjutnya yaitu
menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada
Bapak Octa Arinta selaku Marketing terkait analisis calon
anggota pembiayaan :

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai

yang namanya prinsip 5C, pertama Kkita lihat dari

karakter anggotanya gimana punya masalah apa engga,
kedua dari kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya
usaha tidak, terus yang ketiga capital dari segi kekayaan
anggota tersebut, lalu jaminananya kita lihat gimana
masih bisa digunakan atau ngga, terakhir kondisi

biasanya kita cari tahu lewat tetangganya atau warung
terdekat terkait kondisi saat ini anggota tersebut seperti

9 7

apa’”.

® Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

" Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dalam
proses analisis terhadap calon anggota pembiayaan dalam
menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan
dianalisis menggunakan analisis prinsip 5C vyaitu pertama
character, mengetahui itikad baik dan kejujuran untuk
membayar pembiayaan yang sudah diterima. Kedua capacity,
mengetahui  kemampuan anggota untuk mengembalikan
pembiayaan beserta keuntungan yang disepakati dilihat dengan
usaha yang sedang berjalan. Ketiga capital, mengetahui kondisi
asset dan kekayaan anggota. Keempat collateral untuk
mengetahui jaminan atau agunan yang nantinya akan menutupi
jika gagal bayar. Dan yang kelima condition yaitu dengan
bertanya kepada tetangga maupun warung terdekat terkait
kondisi anggota apakah banyak memiliki tanggungan atau
tidaknya.

Setelah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selesai
mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka
hasil survey diserahkan kepada pengurus pusat.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir
hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka
setelah itu pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun
prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing sebagai

berikut :
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“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor
bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan
pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kita analisis
apakah hasil survey yang kita lakukan sudah sesuai
dengan berkas permohonan yang diisi oleh anggota. Jika
sudah deal maka ditandangani dan kita ajukan ke pusat.
Nanti tim komite di pusat yang cek berkas pengajuan
pembiayaan untuk masalah diterima atau ditolaknya
pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat dari hasil
survey di lapangan, dan biasanya akan selesai sekitar 2-4
hari.”®
Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa proses
tahapan keempat berisi tentang hasil survey dan analisis yang
sudah dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan
kepada komite di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan
rapat. Keputusan diterima atau tidaknya suatu pembiayaan
ditentukan oleh pusat. Setelah permohonan pembiayaan
disetujui oleh pengurus pusat maka pihak pengurus pusat akan
mengirimkan informasi ke BMT Assyafiyah BN KC
Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui. Anggota yang
permohonannya diterima akan diberikan surat persetujuan
pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan kesepakatan
lebih lanjut.
Adapun terkait penentuan nisbah bagi hasil dan berapa

lama jangka waktu pembayaran. Maka berikut penuturan Bapak

Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

8 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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“Presentase nisbah bagi hasil keuntungan biasanya
70:30, 60:40, dan 50:50. Jadi ketika menentukan nisbah,
kita melihat usaha dan ada namanya proyeksi pendapatan
jadi kita proyeksikan, tapi namanya hasil bisa naik dan
turun dan proyeksi pendapatan bukan menjadi patokan
anggota tersebut harus membayar tetapi tetap sesuai

dengan hasil dari usaha yang dijalankan berdasarkan

nisbah bagi hasil yang telah disepakati”.’

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang bahwa presentase nisbah bagi hasil yang telah
ditetapkan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Dalam penentuan
nisbah untuk anggota maka pihak akan melakukan proyeksi
pendapatan atas usaha yang dilakukan anggota. Namun besarnya
proyeksi pendapatan bukanlah patokan anggota harus
membayar, tetapi tetap membayar nisbah bagi hasil sesuai
dengan pendapatan atas hasil dari usaha yang dijalankan.

Adapun jangka waktu pembiayaan mudharabah pada
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa jangka waktu
pembiayaan yang ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1
bulan cara pembayarannya pun bervariasi tidak semua angsuran
menyesuaikan usaha yang dijalankan jika dalam bidang
pertanian maka biasanya permusim 5 bulan atau 1 tahun, namun

. 1
jika usaha perdagangan maka dengan cara angsuran”.™

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

0 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi
pembiayaan.

Tahapan yang selanjutnya adalah pencairan dan realisasi
pembiayaan pada usaha anggota. Adapun berikut penuturan dari
Bapak Octa Arinta tentang pencairan dan realisasi pembiayaan :

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan

menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang

ke kantor suami istri dan membawa jaminan yang
diagunkan. Setelah itu dijelaskan kepada anggota

mengenai pembiayaan yang diberikan, bagi hasil yang

disepakati dan jangka waktu pembayarannya setelah itu

dilakukan pencairan ya berupa uang tunai”**

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian pembiayaan disini BMT hanya
memberi modal usaha berupa uang tunai, Kita tidak
menyediakan pembiayaan berupa barang atau sebagainya
jadi nanti pas waktu pencairan ya hanya berupa sejumlah
uang yang diajukan oleh anggota tidak berupa barang
atau asset yang lainnya”*?

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa tahapan kelima
yaitu mengenai kesepakatan perjanjian kontrak atau akad
pembiayaan mudharabah antara pihak BMT dan anggota.
Anggota akan dihubungi oleh pihak BMT dan diminta untuk
datang langsung ke kantor BMT Assyafiiyah BN KC

Pekalongan untuk melakukan kontrak akad perjanjian

pembiayaan mudharabah setelah dilakukan kontrak maka

1 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

2 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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selanjutnya pencairan. Adapun modal yang diberikan oleh pihak
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yaitu berupa tunai tidak
berbentuk barang atau asset.

Selain itu dalam pembentukan kontrak perjanjian akad
mudharabah, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau
mengatakan bahwa pelaksanakan akad mudharabah pada BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan
syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berikut hasil wawancara
dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Pelaksanakannya disini sudah memenuhi rukun dan

syarat dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah

ditentukan yang menjadi  patokannya.  Kontrak
melibatkan pihak BMT dan anggota semua dijelaskan
detail dalam kontrak seperti modal pembiayaan yang
diberikan, nisbah bagi hasil jatuh tempo dan sebagainya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin
selaku Pimpinan Cabang bahwa pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI dalam pembentukan kontrak perjanjian akad
mudharabah melibatkan anggota yang mengajukan pembiayaan.
Segala hal yang berkaitan dengan akad mudharabah dijelaskan
detail dalam kontrak seperti identitas para pihak yaitu pihak

BMT dan anggota, modal pembiayaan, nisbah bagi hasil,

tanggal jatuh tempo dan lain sebagainya.™

3 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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Adapun dalam hal kegiatan usaha Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pihak BMT tidak
ikut langsung dalam proses berjalannya usaha melainkan hanya
memonitoring atau mengawasi atas usaha yang dijalani oleh
anggota.**

Terkait pembebanan biaya operasional pada usaha yang
dijalankan anggota Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang
beliau mengatakan bahwa biaya operasional sudah termasuk ke
dalam modal yang diberikan kepada anggota. Sehingga anggota
diminta oleh pihak BMT untuk menjelaskan modal tersebut
akan digunakan untuk apa saja secara jelas untuk kebutuhan
usahanya.’

g. Proses penentuan pembayaran bagi hasil dan pelunasan.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana anggota
membayar pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Jangka waktu
pembiayaan menggunakan sistem musiman ataupun angsuran
yang disepakati dengan membayar pinjaman pokok dan bagi
hasilnya. Besarnya bagi hasil di hitung dari nisbah untuk BMT
dikalikan dengan keuntungan yang didapat dari hasil usaha si

mudharib.

1 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

> Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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Adapun ketika usaha yang dijalankan oleh anggota
mengalami kerugian maka pihak BMT akan melihat dari hasil
monitoring/pengawasan yang dilakukan oleh BMT terhadap
usaha yang dilakukan oleh pihak BMT. Berikut hasil wawancara
dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Kalo semisal terjadi kerugian terus anggota belum bisa

bayar di waktu yang telah ditetapkan, maka kita lihat

dari hasil monitoring dari situ kita tahu penyebabnya apa
saja. Jika kerugian tersebut terjadi karena ada hal yang
tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam,
ataupun karena adanya faktor cuaca sehingga hama
menyerang dalam usaha pertanian maka biasanya akan
dilakukan yang namanya rescheduling atau perpanjangan
waktu. Pembayaran pokok dan bagi hasil diberi
perpanjangan, untuk besar bagi hasil tetap vya

menggunakan nisbah kesepakatan pada akad. Tapi kalo

kerugiannya disebabkan oleh human eror maka larinya

ke jaminan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin
selaku Pimpinan Cabang dapat dipahami bahwa ketika terjadi
kerugian pada usaha yang dilakukan oleh anggota maka pihak
BMT akan melakukan tindakan sesuai dengan hasil monitoring
yang telah dilakukan. Jika kerugian disebabkan oleh hal yang
tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun
hama yang menyerang dalam usaha pertanian maka akan
dilakukan rescheduling atau perpanjangan waktu. Pembayaran
pokok beserta perhitungan bagi hasil tetap sesuai dengan

presentase nisbah pada kesepakatan pada awal di akad. Namun

6 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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ketika kerugian terjadi karena kelalaian anggota dalam
menjalankan usaha maka akan ke ranah jaminan.

h. Keputusan yang diambil ketika anggota tidak melakukan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Proses ini terjadi ketika terdapat anggota yang tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing dalam menangani
pembiayaan macet :

“Kan di dalam kontrak sudah ada beberapa perjanjian
sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kalau masih
ada itikad baik kita masih bisa perpanjang waktu jatuh
temponya. Tapi kalau sudah kita ajak komunikasi masih
saja susah, maka kita akan memberikan SP 1, 2 dan 3.
Jika masih tidak ada itikad baik dari anggota maka kita
larinya ke jaminan. Kalaupun anggota benar-benar
dinyatakan bangkrut dan sudah bener-bener ga bisa
nutup kewajibannya maka BMT akan memberikan
perpanjangan waktu jika tetap tidak bisa maka ya tetap
larinya ke jaminan itu tadi”*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing jika ada anggota yang tidak melakukan
kewajibannya namun masih memiliki itikad baik bisa dilakukan
perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Namun jika pihak BMT
telah mencoba berkomunikasi dengan anggota namun anggota

tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT akan

memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah dilakukan dan

Y Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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masih tidak ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan
membawa pada ranah pengeksekusian jaminan.

Pelaksanakan pembiayaan pada lembaga keuangan
syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI agar pembiayaan yang
dijalankan oleh LKS berjalan sesuai dengan syariat Islam.
Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahrudin
selaku  Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa
pelaksanakan pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan yang ditentukan pada
fatwa DSN-MUI.'®

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Octa Arinta selaku
Marketing beliau mengatakan bahwa dalam pembiayaan
mudharabah yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa DSN-
MUL"

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, peneliti juga melakukan
wawancara terhadap dua anggota pembiayaan mudharabah
untuk mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah pada
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Pertama, wawancara dengan lbu J beliau mengajukan

pembiayaan mudharabah digunakan untuk modal menanam

8 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

9 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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padi. Jangka waktu yang diambil oleh lbu J yaitu 5 bulan
dibayar secara tempo atau musiman. Ibu J menjelaskan bahwa
terkait sistem bagi hasil beliau tidak terlalu faham, beliau hanya
menjelaskan kepada pihak BMT pendapatan yang diterima dari
hasil usaha. Mengenai kerugian yang terjadi dalam usaha, beliau
mengatakan bahwa ketika mengalami kerugian dari hasil panen
dan beliau belum bisa membayar pada tempo waktu yang telah
ditentukan maka akan dilakukan perpanjangan waktu tempo
pembayaran oleh pihak BMT. Jaminan yang digunakan berupa
BPKB Motor yang digunakan untuk persyaratan pengajuan
pembiayaan.

Ibu J mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000
kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan
sebesar Rp. 6.000.000 dari usaha yang dijalankannya,® berikut
perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :
Jumlah pembiayaan = Rp. 8.000.000
Jumlah pendapatan = Rp. 6.000.000
Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)
Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp. 6.000.000 x 30% = Rp. 1.800.000

20 Wawancara dengan lbu J anggota pembiayaan mudharabah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.
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Bagi hasil anggota

= Rp. 6.000.000 x 70% = Rp. 4.200.000

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT
= Rp. 8.000.000 + Rp. 1.800.000 = Rp. 9.800.000

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil
yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan sebesar Rp. 9.800.000.

Kedua wawancara dengan lbu A beliau mengajukan
pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha tani. Adapun
jangka waktu yang diambil oleh Ibu A yaitu 5 bulan dengan
sistem pembayaran dengan jatuh tempo. Ibu A menjelaskan
bahwa terkait sistem bagi dengan pembagian 70:30 dari
keuntungan yang didapat dari hasil usaha yang dijalankan.
Mengenai kerugian yang terjadi dalam usaha, Ibu A mengatakan
bahwa beliau pernah mengalami kerugian dalam usaha yang
dijalankan namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah
pembayaran yang diberikan beliau tetap diwajibkan membayar
pokok dan bagi hasil, hanya saja diberi perpanjangan waktu
pembayaran jika belum bisa membayar pada saat jatuh tempo.
Jaminan yang digunakan berupa BPKB motor yang digunakan
untuk persyaratan pengajuan pembiayaan.

Ibu A mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000

kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan
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sebesar Rp. 4.500.000 dari usaha yang dijalankannya,?* berikut
perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :
Jumlah pembiayaan = Rp. 6.000.000

Jumlah pendapatan = Rp. 4.500.000

Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)
Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp 4.500.000 x 30% = Rp. 1.350.000

Bagi hasil anggota

= Rp. 4.500.000 x 70% = Rp. 3.150.000

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT
= Rp. 6.000.000 + Rp. 1.350.000= Rp. 7.350.000

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil
yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan sebesar Rp. 7.350.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada
dua anggota pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan maka dapat dipahami bahwa anggota
mengajukan  pembiayaan untuk modal usaha yang
dijalankannya. Adapun jangka waktu yang diambil dengan

waktu pengembalian tempo 5 bulan. Jaminan yang diberikan

2! Wawancara dengan lbu A anggota pembiayaan mudharabah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.



64

anggota sebagai persyaratan permohonan pembiayaan Yyaitu
sertifikat tanah.

Terkait sistem pembagian hasil keuntungan anggota
mengatakan bahwa sistem bagi hasil didapat dari keuntungan
atas usaha yang dijalankan dengan nisbah 70:30 atas
kesepakatan bersama pada akad. Apabila terjadi dalam usaha
yang dijalankannya, maka anggota diberi perpanjangan waktu
dalam pembayaran dengan tetap membayar pokok beserta bagi

hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

2. Pembiayaan Musyarakah di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan adalah pembiayaan pemberian modal oleh BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan kepada anggota yang kekurangan modal dalam
menunjang usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan mengenai jenis musyarakah yang adalah jenis syirkah
al’inan yang mana masing-masing memberi modal, dan para pihak
berbagi untung sesuai dengan kesepakatan.?

Pelaksanakan pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan, Bapak Fahrudin selaku

Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pada pembiayaan

22 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki
beberapa ketentuan yang sama dengan pembiayaan mudharabah yang
membedakan hanya pada musyarakah modal dari perserikatan antara dua
belah pihak yaitu antara pihak BMT dan anggota.?®
Adapun dalam praktik pelaksanakan pembiayaan musyarakah
peneliti akan memaparkan proses yang sama dengan mudharabah yaitu
melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :
a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan
datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan musyarakah
anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang
langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Menurut Bapak
Octa Arinta selaku Marketing proses pembiayaan tahapan yang
pertama sebagai berikut :

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung

datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan

membawa syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan
pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi

KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa kendaraan

maka BKPB/STNK ataupun bisa sertifikat tanah, mempunyai

usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah menjadi anggota
simpanan artinya harus memiliki simpanan pokok atau
tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT

Assyafiiyah.”?*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ketika

anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka ada

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP suami
dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan jika
kendaraan berupa BPKB/STNK ataupun sertifikat tanah, mempunyai
usaha atau pekerjaan tetap dan yang terakhir harus sudah menjadi
anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Fahrudin Hasan selaku
Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan
berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam
pengajuan pembiayaan jaminan menjadi salah syarat yang harus
dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan biasanya
jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.?

b. Calon anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah
disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan musyarakah
yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan
karyawan kepada anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak
Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani pembiayaan :

“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, diisi
sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir permohonan
pembiayaan itu isinya ya data diri anggota, usahanya apa,
jumlah permohonan pembiayaannya berapa, terus melakukan

pembiayaan untuk apa, jangka waktu yang diambil berapa,
jaminannya apa yang diberikan kurang lebihnya seperti itu.”°

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing yang bertugas menangani pembiayaan bahwa
proses tahapan yang kedua adalah anggota mengisi formulir
permohonan pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan
tersebut berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan
anggota, jumlah permohonan pembiayaan, tujuan penggunaan
pembiayaan dan jaminan apa yang diberikan.

c. Karyawan bagian marketing melakukan survey ke tempat lokasi
usaha anggota.

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha calon
anggota pengajuan pembiayaan musyarakah. Adapun prosesnya
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah sebagai berikut :

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung Kkita

lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita

tanyakan kepada anggota Kkira-kira apa yang akan di

jaminkan, kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak atau

tidak, motornya layak apa enggak, suratnya lengkap atau
tidak seperti itu.”?’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi

dan keberadaan jaminan. Jaminan dengan dilihat kondisinya layak

atau tidaknya untuk dijadikan jaminan.

%7 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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d. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap
pengajuan anggota.

Setelah  dilakukannya survey maka selanjutnya vyaitu
menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada Bapak
Octa Arinta selaku Marketing terkait analisis calon anggota
pembiayaan :

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai yang
namanya prinsip 5C, pertama Kkita lihat dari karakter
anggotanya gimana punya masalah apa engga, kedua dari
kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya usaha tidak, terus
yang ketiga capital dari segi kekayaan anggota tersebut, lalu
jaminananya kita lihat gimana masih bisa digunakan atau
ngga, terakhir kondisi biasanya kita cari tahu lewat
tetangganya atau warung terdekat terkait kondisi saat ini
anggota tersebut seperti apa”.28

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dalam
proses analisis terhadap calon anggota pembiayaan dalam
menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan dianalisis
menggunakan analisis prinsip 5C vyaitu pertama character,
mengetahui itikad baik dan kejujuran untuk membayar pembiayaan
yang sudah diterima. Kedua capacity, mengetahui kemampuan
anggota untuk mengembalikan pembiayaan beserta keuntungan yang
disepakati dilihat dengan usaha yang sedang berjalan. Ketiga capital,
mengetahui kondisi asset dan kekayaan anggota. Keempat collateral,

untuk mengetahui jaminan atau agunan yang nantinya akan menutupi

jika gagal bayar. Dan yang kelima condition yaitu dengan bertanya

%8 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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kepada tetangga maupun warung terdekat terkait kondisi anggota
apakah banyak memiliki tanggungan atau tidaknya.

e. Setelah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selesai mengadakan
analisis dan semua persyaratan terpenuhi hasil survey diserahkan
kepada pengurus pusat.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir
hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu
pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun prosesnya
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing sebagai berikut :

“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor
bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan pembiayaan
yang diajukan oleh anggota. Kita analisis apakah hasil survey
yang kita lakukan sudah sesuai dengan berkas permohonan
yang diisi oleh anggota. Jika sudah deal maka ditandangani
dan kita ajukan ke pusat. Nanti tim komite di pusat yang cek
berkas pengajuan pembiayaan untuk masalah diterima atau
ditolaknya pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat
dari hasil survey di lapangan, dan biasanya akan selesai
sekitar 2-4 hari.”*°

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa proses
tahapan keempat berisi tentang hasil survey dan analisis yang sudah
dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada komite
di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan rapat. Keputusan
diterima atau tidaknya suatu pembiayaan ditentukan oleh pusat.

Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pengurus pusat maka

pihak pengurus pusat akan mengirimkan informasi ke BMT

» Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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Assyafiiyah BN KC Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui.
Aggota yang permohonannya diterima akan diberikan surat
persetujuan pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan
kesepakatan lebih lanjut.

Adapun terkait penentuan nisbah bagi hasil dan berapa lama
jangka waktu pembayaran. Maka berikut penuturan Bapak Fahrudin
selaku Pimpinan Cabang :

“Presentase nisbah bagi hasil keuntungan biasanya 70:30,
60:40, dan 50:50. Jadi ketika menentukan nisbah, kita melihat
usaha dan ada namanya proyeksi pendapatan jadi Kkita
proyeksikan, tapi namanya hasil bisa naik dan turun dan
proyeksi pendapatan bukan menjadi patokan anggota tersebut
harus membayar tetapi tetap sesuai dengan hasil dari usaha
yang dijalankan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah
disepakati”.30

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang bahwa presentase nisbah bagi hasil yang telah
ditetapkan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Dalam penentuan nisbah
untuk anggota maka pihak akan melakukan proyeksi pendapatan atas
usaha yang dilakukan anggota. Namun besarnya proyeksi pendapatan
bukanlah patokan anggota harus membayar, tetapi tetap membayar
nisbah bagi hasil sesuai dengan pendapatan atas hasil dari usaha yang
dijalankan.

Adapun jangka waktu pembiayaan musyarakah pada BMT

Assyafilyah BN KC Pekalongan, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan

%0 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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Cabang beliau mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang
ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1 bulan cara
pembayarannya pun bervariasi tidak semua angsuran menyesuaikan
usaha yang dijalankan jika dalam bidang pertanian maka biasanya
permusim 5 bulan atau 1 tahun, namun jika usaha perdagangan maka
dengan cara angsuran”.31

f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi
pembiayaan.

Tahap selanjutnya yaitu pencairan dana dan realisasi
pembiayaan pada usaha anggota. Adapun berikut penuturan dari
Bapak Octa Arinta tentang pencairan dan realisasi pembiayaan :

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan

menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang ke

kantor suami istri dan membawa jaminan yang diagunkan.

Setelah itu dijelaskan kepada anggota mengenai pembiayaan

yang diberikan, bagi hasil yang disepakati dan jangka waktu

pembayarannya setelah itu dilakukan pencairan ya berupa
uang tunai”

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian pembiayaan disini BMT hanya memberi

modal usaha berupa uang tunai, kita tidak menyediakan

pembiayaan berupa barang atau sebagainya jadi nanti pas
waktu pencairan ya hanya berupa sejumlah uang yang

diajukan oleh anggota tidak berupa barang atau asset yang
1ainnya”33

%' Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

%2 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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Berdasarkan hasil wawancara, bahwa tahapan kelima yaitu
mengenai kesepakatan perjanjian kontrak atau akad pembiayaan
musyarakah antara pihak BMT dan anggota. Anggota akan dihubungi
oleh pihak BMT dan diminta untuk datang langsung ke kantor BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk melakukan kontrak akad
perjanjian pembiayaan musyarakah setelah dilakukan kontrak maka
selanjutnya pencairan. Adapun modal yang diberikan oleh pihak
BMT Assyafiilyah BN KC Pekalongan yaitu berupa tunai tidak
berbentuk barang atau asset.

Selain itu dalam pembentukan kontrak perjanjian akad
musyarakah, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau
mengatakan bahwa pelaksanakan akad musyarakah pada BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berikut hasil wawancara dengan
Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Pelaksanakannya disini sudah memenuhi rukun dan syarat

dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah ditentukan

yang menjadi patokannya. Kontrak melibatkan pihak BMT
dan anggota semua dijelaskan detail dalam kontrak seperti

modal pembiayaan yang diberikan, nisbah bagi hasil jatuh
tempo dan sebagainya”34

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang bahwa pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

dalam pembentukan kontrak perjanjian akad musyarakah melibatkan

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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anggota yang mengajukan pembiayaan. Segala hal yang berkaitan
dengan akad musyarakah dijelaskan detail dalam kontrak seperti
identitas para pihak yaitu pihak BMT dan anggota, modal
pembiayaan, nisbah bagi hasil, tanggal jatuh tempo dan lain
sebagainya.

Adapun dalam hal kegiatan usaha Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pihak BMT tidak ikut
langsung dalam proses berjalannya usaha melainkan hanya
memonitoring atau mengawasi atas usaha yang dijalani oleh
anggota.®

Terkait pembebanan biaya operasional pada usaha yang
dijalankan anggota Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau
mengatakan bahwa biaya operasional sudah termasuk ke dalam
modal yang diberikan kepada anggota. Sehingga anggota diminta
oleh pihak BMT untuk menjelaskan modal tersebut akan digunakan
untuk apa saja secara jelas untuk kebutuhan usahanya.*

g. Proses penentuan pembayaran bagi hasil dan pelunasan.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana anggota
membayar pinjaman sejumlah pinjaman pokok beserta bagi hasilnya.
Jangka waktu pembiayaan menggunakan sistem musiman ataupun

angsuran yang disepakati dengan membayar pinjaman pokok dan

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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bagi hasilnya. Besarnya perhitungan bagi hasil pada pembiayaan
musyarakah sama halnya dengan perhitungan bagi hasil pada
pembiayaan mudharababh, bagi hasil di hitung dari nisbah untuk BMT
dikalikan dengan keuntungan yang didapat dari hasil usaha anggota.
Adapun ketika wusaha yang dijalankan oleh anggota
mengalami  kerugian maka pihak BMT akan melihat dari
monitoring/pengawasan yang dilakukan oleh BMT terhadap usaha
yang dilakukan oleh pihak BMT. Berikut hasil wawancara dengan
Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :
“Kalo semisal terjadi kerugian terus anggota belum bisa
bayar di waktu yang telah ditetapkan, maka kita lihat dari
hasil monitoring dari situ kita tahu penyebabnya apa saja.
Jika kerugian tersebut terjadi karena ada hal yang tidak
terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun
karena adanya faktor cuaca sehingga hama menyerang dalam
usaha pertanian maka biasanya akan dilakukan yang namanya
rescheduling atau perpanjangan waktu. Pembayaran pokok
dan bagi hasil diberi perpanjangan, untuk besar bagi hasil

tetap ya menggunakan nisbah kesepakatan pada akad. Tapi

kalo kerugiannya disebabkan oleh human eror maka larinya

ke jaminan”.%’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang dapat dipahami bahwa ketika terjadi kerugian pada
usaha yang dilakukan oleh anggota maka pihak BMT akan
melakukan tindakan sesuai dengan hasil monitoring yang telah
dilakukan. Jika kerugian disebabkan oleh hal yang tidak terduga

seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun hama yang menyerang

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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dalam usaha pertanian maka akan dilakukan rescheduling atau
perpanjangan waktu. Pembayaran pokok beserta perhitungan bagi
hasil tetap sesuai dengan presentase nisbah pada kesepakatan pada
awal di akad. Namun ketika kerugian terjadi karena kelalaian anggota
dalam menjalankan usaha maka akan ke ranah jaminan.

h. Keputusan yang diambil ketika anggota tidak melakukan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Proses ini terjadi ketika terdapat anggota yang tidak

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing dalam menangani
pembiayaan macet :

“Kan di dalam kontrak sudah ada beberapa perjanjian
sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kalau masih ada
itikad baik kita masih bisa perpanjang waktu jatuh temponya.
Tapi kalau sudah kita ajak komunikasi masih saja susah,
maka kita akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika masih tidak
ada itikad baik dari anggota maka kita larinya ke jaminan.
Kalaupun anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan
sudah bener-bener ga bisa nutup kewajibannya maka BMT
akan memberikan perpanjangan waktu jika tetap tidak bisa
maka ya tetap larinya ke jaminan itu tadi”*®
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta

selaku Marketing bahwa jika ada anggota yang tidak melakukan
kewajibannya namun masih memiliki itikad baik bisa dilakukan

perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Namun jika pihak BMT telah

mencoba berkomunikasi dengan anggota namun anggota tetap tidak

% Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan SP
1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah dilakukan dan masih tidak ada
itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan membawa pada
ranah pengeksekusian jaminan.

Adanya fatwa DSN-MUI ialah untuk menghindari adanya
kerusakan baik dari segi akad, segi transaksi dan segi syariah. Dalam
hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pelaksanakan
pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
sudah sesuai dengan yang ditentukan pada fatwa DSN-MUI.*

Hal tersebut senada dengan Bapak Octa Arinta selaku
Marketing beliau mengatakan bahwa dalam pembiayaan musyarakah
yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.*°

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan, peneliti juga melakukan wawancara
terhadap dua anggota pembiayaan musyarakah untuk mengetahui
penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan.

Pertama, wawancara dengan Bapak S beliau mengajukan
pembiayaan musyarakah dikarenakan beliau kekurangan modal untuk

tanam padi. Adapun jangka waktu yang diambil oleh Bapak S yaitu

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

0 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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musiman dengan tempo waktu 5 bulan. Mengenai sistem bagi hasil
dibagi dengan nisbah bagi hasil 70:30. Terkait kerugian yang terjadi
dalam usaha, Bapak S mengatakan bahwa pada musim tanam gadu
beliau mengalami kerugian dari hasil usaha dan pada saat jatuh tempo
beliau belum bisa membayar, beliau mengatakan bahwa diberikan
perpanjangan waktu tempo pembayaran oleh pihak BMT. Jaminan
yang digunakan berupa sertifikat tanah yang digunakan untuk
persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah.

Bapak S mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000
kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan
sebesar Rp. 5.000.000 dari usaha yang dijalankannya,** berikut

perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :

Jumlah pembiayaan = Rp. 7.000.000
Jumlah pendapatan = Rp. 5.000.000
Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)

Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp. 5.000.000 x 30% = Rp. 1.500.000

Bagi hasil anggota

= Rp. 5.000.000 x 70% = Rp. 3.500.000

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT

= Rp. 7.000.000 + Rp. 1.500.000= Rp. 8.500.000

*! Wawancara dengan Bapak S anggota pembiayaan musyarakah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.
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Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil yang
dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan sebesar Rp. 8.500.000.

Kedua wawancara dengan Ibu L beliau mengajukan
pembiayaan musyarakah digunakan untuk kebutuhan usaha tanam
padi miliknya seperti pembelian pupuk. Ibu L menjelaskan terkait
sistem bagi hasil, beliau kurang memahami. Apabila terjadi kerugian
yang terjadi dalam usaha, Ibu L mengatakan bahwa ketika mengalami
kerugian dari usaha, pembayaran bagi hasil tetap dilakukan sesuai
dengan bagi hasil yang disepakati pada awal akad jika belum bisa
melakukan pembayaran beliau mengajukan perpanjangan waktu
pembayaran kepada pihak BMT. Adapun jangka waktu yang diambil
oleh Ibu L yaitu 5 bulan dengan sistem pembayaran jatuh tempo.
Jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah yang digunakan
untuk persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah.

Ibu L mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000
kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan
sebesar Rp. 6.500.000 dari usaha yang dijalankannya,* berikut

perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :

Jumlah pembiayaan = Rp. 8.000.000
Jumlah pendapatan = Rp. 6.500.000
Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)

*2 Wawancara dengan Ibu L anggota pembiayaan musyarakah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.
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Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp. 6.500.000 x 30% = Rp. 1.950.000

Bagi hasil anggota

= Rp. 6.500.000 x 70% = Rp. 4.550.000

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT
= Rp. 8.000.000 + Rp. 1.950.000 = Rp. 9.950.000

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil yang
dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan sebesar Rp. 9.950.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua
anggota pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan maka dapat dipahami bahwa anggota mengajukan
pembiayaan dikarenakan kekurangan modal dan untuk menambah
modal usaha yang dijalankannya. Adapun jangka waktu yang diambil
dengan waktu pengembalian tempo 5 bulan. Jaminan yang diberikan
anggota sebagai persyaratan permohonan pembiayaan yaitu sertifikat
tanah.

Sistem pembagian hasil keuntungan anggota mengatakan
bahwa sistem bagi hasil didapat dari keuntungan atas usaha yang
dijalankan dengan nisbah 70:30 atas kesepakatan bersama pada akad.

Apabila terjadi dalam usaha yang dijalankannya, maka anggota diberi
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perpanjangan waktu dalam pembayaran dengan tetap membayar

pokok beserta bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

3. Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Salah satu produk paling umum yang digunakan oleh BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan adalah pembiayaan murabahah. Jual
beli murabahah sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan
suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.
Pembiayaan yang diberikan baik berupa pembiayaan untuk kebutuhan
konsumtif maupun produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan mengenai jenis murabahah yang digunakan beliau
mengatakan bahwa jenis murabahah yang digunakan adalah murabahah
berdasarkan pesanan, tetapi pihak BMT hanya memberi dana sejumlah
yang diajukan anggota, anggota sendiri yang membeli barang
dibutuhkannya.*®

Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan
bahwa pada pembiayaan murabahah memiliki ketentuan yaitu pada
pembiayaan murabahah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan

oleh syariah, anggota membayar dengan ketentuan yang telah disepakati,

* \Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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bersedia memberian jaminan, dan tidak menyalahi kesepakatan pada saat
pembayaran angsuran.**

Adapun dalam praktik pelaksanakan pembiayaan murabahah
tidak jauh beda dengan jenis pembiayaan yang lainnya. Dalam
pembiayaan murabahah juga melalui beberapa tahapan dan persyaratan
yang hampir sama dengan pembiayaan yang lain adapun diantaranya
sebagai berikut :

a. Anggota mengajukan permohonan  pembiayaan dengan datang
langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan murabahah
anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang
langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Menurut Bapak
Octa Arinta selaku Marketing proses pembiayaan tahapan yang
pertama sebagai berikut :

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung

datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan

membawa Syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan
pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi

KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa kendaraan

maka BKPB/STNK ataupun bisa sertifikat tanah, mempunyai

usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah menjadi anggota
simpanan artinya harus memiliki simpanan pokok atau
tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT

Assyafiiyah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ketika

anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka ada

* Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

** Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP suami
dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan jika
kendaraan berupa BPKB/STNK ataupun sertifikat tanah, mempunyai
usaha atau pekerjaan tetap dan yang terakhir harus sudah menjadi
anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Fahrudin Hasan selaku
Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan
berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam
pengajuan pembiayaaan jaminan menjadi salah syarat yang harus
dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan biasanya
jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.”*

b. Calon anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah
disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan murabahah
yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan
karyawan kepada anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak
Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani proses

pembiayaan :

“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, diisi
sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir permohonan
pembiayaan itu isinya ya data diri anggota, usahanya apa,
jumlah permohonan pembiayaannya berapa, terus melakukan

% \Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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pembiayaan untuk apa, jangka waktu yang diambil berapa,
jaminannya apa yang diberikan kurang lebihnya seperti itu.”*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing yang bertugas menangani pembiayaan bahwa
proses tahapan yang kedua adalah anggota mengisi formulir
permohonan pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan
tersebut berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan
anggota, jumlah permohonan pembiayaan, tujuan penggunaan
pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diambil dan jaminan
apa yang diberikan.

c. Kemudian Karyawan bagian Marketing melakukan survey ke tempat
lokasi usaha anggota.

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha
anggota pengajuan pembiayaan murabahah. Adapun prosesnya
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah sebagai berikut :

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung kita
lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita
tanyakan kepada anggota kira-kira apa yang akan di jaminkan,
kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak atau tidak,
motornya layak apa enggak, suratnya lengkap atau tidak
seperti itu.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta

selaku Marketing proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi

*" Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

*8 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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dan keberadaan jaminan. Jaminan dilihat dengan kondisinya layak
atau tidaknya untuk djadiakan jaminan.

d. BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap dana
pengajuan anggota.

Setelah  dilakukannya survey maka selanjutnya yaitu
menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada Bapak
Octa Arinta selaku Marketing terkait analisis calon anggota
pembiayaan :

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai yang

namanya prinsip 5C, pertama kita lihat dari karakter

anggotanya gimana punya masalah apa engga, kedua dari
kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya usaha tidak, terus
yang ketiga capital dari segi kekayaan anggota tersebut, lalu
jaminananya kita lihat gimana masih bisa digunakan atau

ngga, terakhir kondisi biasanya Kkita cari tahu lewat

tetangganya atau warung terdekat terkait kondisi saat ini

anggota tersebut seperti apa”.49

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dalam
proses analisis terhadap calon anggota pembiayaan dalam
menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan dianalisis
menggunakan analisis prinsip 5C yaitu pertama character,
mengetahui itikad baik dan kejujuran untuk membayar pembiayaan
yang sudah diterima. Kedua capacity, mengetahui kemampuan
anggota untuk mengembalikan pembiayaan beserta margin
keuntungan yang disepakati dilihat dengan usaha yang sedang

berjalan. Ketiga capital, mengetahui kondisi asset dan kekayaan

* Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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anggota. Keempat collateral untuk mengetahui jaminan atau agunan
yang nantinya akan menutupi jika gagal bayar. Dan yang kelima
condition yaitu dengan bertanya kepada tetangga maupun warung
terdekat terkait kondisi anggota apakah banyak memiliki tanggungan
atau tidaknya.

e. Setelah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selesai mengadakan
analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka hasil survey
diserahkan kepada pengurus pusat.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir
hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu
pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun prosesnya
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing sebagai berikut :

“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor

bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan pembiayaan

yang diajukan oleh anggota. Kita analisis apakah hasil survey
yang kita lakukan sudah sesuai dengan berkas permohonan
yang diisi oleh anggota. Jika sudah deal maka ditandangani
dan kita ajukan ke pusat. Nanti tim komite di pusat yang cek
berkas pengajuan pembiayaan untuk masalah diterima atau
ditolaknya pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat dari

hasil survey di lapangan, dan biasanya akan selesai sekitar 2-4

hari.”*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa proses
tahapan keempat berisi tentang hasil survey dan analisis yang sudah

dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada komite

di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan rapat. Keputusan

%0 Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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diterima atau tidaknya suatu pembiayaan ditentukan oleh pusat.
Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pengurus pusat maka
pihak pengurus pusat akan mengirimkan informasi ke BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui.
Aggota yang permohonannya diterima akan diberikan surat
persetujuan pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan
kesepakatan lebih lanjut.

f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi
pembiayaan.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir
hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu
realiasasi pembiayaan, Adapun prosesnya menurut Bapak Octa
Avrinta selaku Marketing adalah sebagai berikut :

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan

menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang ke

kantor suami istri dan membawa jaminan yang diberikan.

Beberapa kesepakatan akan dibuat seperti kesepakatan atas

margin yang diberikan dan pelaksanakan akad pembiayaan

murabahah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing bahwa tahapan kelima yaitu mengenai kesepakatan

perjanjian kontrak atau akad pembiayaan murabahah antara pihak

BMT dan anggota.

5! Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.



87

Pembentukan kontrak perjanjian akad murabahah, Bapak
Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa
pelaksanakan akad murabahah pada BMT Assyafilyah BN KC
Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang :

“Pelaksanaannya disini sudah memenuhi rukun dan syarat dan
sesuai dengan fatwa DSN yang telah ditentukan yang menjadi
patokannya. Kontrak melibatkan pihak BMT dan anggota
semua dijelaskan detail dalam kontrak seperti identitas para
pihak, pembiayaan yang diberikan, objek akad, margin, cara
angsuran.”?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku
Pimpinan Cabang bahwa pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
dalam pembentukan kontrak perjanjian akad murabahah melibatkan
anggota yang mengajukan pembiayaan. Segala hal yang berkaitan
dengan akad murabahah dijelaskan detail dalam kontrak seperti
identitas para pihak, besaran pembiayaan, objek akad, margin dan
angsuran.

Pengambilan  margin  pada pembiayaan = murabahah
berdasarkan keterangan dari Bapak Fahrudin selaku Pimpinan

Cabang beliau mengatakan bahwa margin yang diakadkan adalah

margin disepakati oleh BMT dan anggota. Karena BMT berbadan

52 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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Koperasi maka tidak boleh lebih atau kurang dari rate yang
ditentukan yaitu antara 2,2 - 2,5%. Dan pada saat pembiayaan
murabahah beliau menjelaskan bahwa pihak BMT tidak pernah
mengambil uang muka terhadap anggota pada proses pembiayaan
murabahah.>®
Adapun jangka waktu pembiayaan murabahah pada BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan
Cabang beliau mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang
ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1 bulan, cara
pembayarannya bisa dilakukan dengan cara jatuh tempo maupun
angsuran”.>
Terkait akad kontrak pembiayaan murabahah berdasarkan
hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing
menambahkan bahwa:
Pembiayaan akad murabahah disini dilakukan bersamaan
dengan akad wakalah. Keduanya akan disepakati dan
ditandangani oleh kedua belah pihak beserta saksi secara
bersama-sama. Disini pihak BMT belum memesan barang
yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga pihak BMT
melakukan akad wakalah yang berisi bahwa pihak kedua yaitu
anggota yang mengajukan pembiayaan akan mewakili atas
nama BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota.>

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanakan pembiayaan

murabahah dengan akad wakalah pada BMT Assyafiiyah BN KC

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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Pekalongan vyaitu anggota yang mengajukan pembiayaan telah
melakukan akad murabahah dan akad wakalah secara bersamaan.
Sehingga prosesnya dapat digambarkan, kedua belah pihak sepakat
menandatangani kontrak perjanjian selanjutnya pihak BMT akan
memberikan dana sebesar sejumlah kesepakatan dan kemudian
anggota menggunakan dana tersebut.

. Proses pembayaran pembiayaan.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana anggota
membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
Jangka waktu pembiayaan menggunakan sistem tempo ataupun
angsuran yang disepakati dengan membayar pinjaman sebagaimana
tercantum dalam perjanjian.

. Keputusan yang diambil ketika anggota tidak melakukan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Proses ini terjadi Kketika terdapat anggota yang tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut
menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing dalam menangani
pembiayaan macet :

“Kan di dalam kontrak sudah ada beberapa perjanjian

sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kalau masih ada

itikad baik kita masih bisa perpanjang waktu jatuh temponya.

Tapi kalau sudah kita ajak komunikasi masih saja susah, maka

kita akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika masih tidak ada

itikad baik dari anggota maka kita larinya ke jaminan.

Kalaupun anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan sudah
bener-bener ga bisa nutup kewajibannya maka BMT akan
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memberikan perpanjangan waktu jika tetap tidak bisa maka ya
tetap larinya ke jaminan itu tadi™®

Masih dalam bagian proses pelunasan, ditambahkan dengan
pemaparan dari Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan yaitu :

“Dalam proses pelunasan pembiayaan murabahah jika semisal

ada anggota menjual barang atau menggadaikan, tapi belum

lunas angsurannya ya tetep anggota wajib lunasin kewajiban
angsurannya sama pihak BMT">’

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa jika ada
anggota yang tidak melakukan kewajibannya namun masih memiliki
itikad baik bisa dilakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran.
Namun jika pihak BMT telah mencoba berkomunikasi dengan
anggota namun anggota tetap tidak melaksanakan kewajibannya
maka pihak BMT akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut
telah dilakukan dan masih tidak ada itikad baik dari anggota maka
pihak BMT akan membawa pada ranah pengeksekusian jaminan.
Ketika anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan tidak bisa
menutup kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan solusi
yaitu memberikan perpanjangan waktu, jika anggota tetap tidak
mampu maka tetap ke ranah jaminan. Dan masih dalam proses

pelunasan pada pembiayaan murabahah, jika terdapat anggota yang

menjual barang atau menggadaikan namun belum menyelesaikan

% Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

" Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.
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angsurannya kepada pihak BMT, anggota tetap wajib melakukan
pelunasan kepada pihak BMT sesuai dengan kesepakatan yang telah
ditandangani.

Praktik pembiayaan pada LKS telah diatur dalam fatwa DSN-
MUI agar pembiayaan yang dijalankan oleh LKS berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan
wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau
mengatakan bahwa pelaksanakan pembiayaan murabahah pada BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan yang
ditentukan pada fatwa DSN-MUI.*®

Namun hal tersebut berbeda dengan pernyataan dari Bapak
Octa Arinta selaku Marketing beliau mengatakan bahwa dalam
pembiayaan murabahah yang dilakukan belum sesuai dengan fatwa
DSN-MUI mengenai proses jual beli pada pembiayaan akad
murabahah dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.*

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan, peneliti juga melakukan wawancara
terhadap dua anggota pembiayaan murabahah untuk mengetahui
penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC

Pekalongan.

%8 Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

% Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.
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Pertama, wawancara dengan Ibu T beliau mengajukan
pembiayaan digunakan untuk membeli kulkas. Jaminan yang
digunakan berupa BPKB motor sebagai jaminan yang digunakan
untuk persyaratan pengajuan pembiayaan. Terkait uang muka beliau
mengatakan bahwa BMT tidak meminta uang muka pada saat
pembiayaan.

Ibu T menjelaskan bahwa, prosedur yang dilakukan saat
pembiayaan Vyaitu beliau mengajukan permohonan pembiayaan
dengan datang ke BMT lalu diminta untuk mengisi formulir. Lalu
setelah sekitar dua hari beliau ditelfon oleh pihak BMT untuk
melakukan pencairan. Saat kontrak perjanjian beliau dijelaskan
mengenai angsuran dan keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak
BMT. Adapun pembiayaan yang Ibu T ajukan kepada pihak BMT
sebesar Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu yang diambil yaitu 10
bulan dengan sistem pembayaran secara angsuran®, berikut
perhitungan penetapan margin di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan.

Harga pokok kulkas = Rp. 3.000.000
Jangka waktu =10 bulan
Margin = Hargax 2,3%
= Rp. 3.000.000 x 2,3 %

= Rp. 69.000/bulan

% Wawancara dengan Ibu T anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.
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Jumlah margin dalam 10 bulan (jangka waktu) = Rp. 690.000

Jumlah angsuran perbulan dari BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
= Rp. 3.000.000 + Rp. 690.000 = Rp. 3.690.000

= Rp. 3.690.000 : 10 bulan = Rp. 369.000

Sehingga jumlah pembiayaan yang dibayar kan secara
angsuran oleh anggota sebesar Rp. 369.000/bulan.

Kedua, wawancara dengan Ibu B beliau mengajukan
pembiayaan digunakan untuk membeli televisi. Jaminan yang
diberikan oleh Ibu B sebagai syarat pengajuan pembiayaan kepada
pihak BMT yaitu berupa BPKB motor. Terkait uang muka beliau
mengatakan bahwa tidak ada uang muka yang diminta oleh pihak
BMT.

Ibu B menjelaskan bahwa, prosedur yang dilakukan saat proses
pembiayaan Vyaitu beliau datang ke BMT untuk melakukan
permohonan pembiayaan, setelah mengisi formulir pengajuan
kemudian dilakukan survey. Setelah dua hari beliau ditelfon oleh
pihnak BMT untuk datang ke kantor BMT untuk melakukan
pencairan. Pada saat akad beliau dijelaskan mengenai cara angsuran
dan margin yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Adapun
pembiayaan yang Ibu B ajukan kepada pihak BMT sebesar Rp

2.500.000 dengan jangka waktu yang diambil yaitu 10 bulan dengan
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sistem pembayaran secara angsuran®’, berikut perhitungan penetapan
margin di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.
Harga pokok televisi = Rp. 2.500.000
Jangka waktu =12 bulan
Margin =Hargax 2,2 %
= Rp. 2.500.000 x 2,2 %
= Rp. 55.000/bulan
Jumlah margin dalam 12 bulan (jangka waktu) = Rp. 660.000
Jumlah angsuran perbulan dari BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
= Rp. 2.500.000 + Rp. 660.000 = Rp. 3.160.000
= Rp. 3.160.000 : 12 bulan = Rp. 263.000

Sehingga jumlah pembiayaan yang dibayar kan secara
angsuran oleh anggota sebesar Rp. 263.000/bulan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua
anggota pembiayaan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan maka dapat dipahami bahwa anggota mengajukan
pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Adapun jangka waktu yang
diambil dengan waktu pengembalian sepuluh sampai dua belas bulan.
Jaminan yang diberikan yaitu BPKB kendaraan dan sertifikat tanah.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh
anggota pembiayaan murabahah yaitu tahap awal datang ke BMT

untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan lalu mengisi

81 Wawancara dengan Ibu B anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.
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formulir permohonan pembiayaan dan karyawan marketing
melakukan survey ke lokasi anggota. Setelah dua hari anggota akan
dihubungi oleh pihak anggota untuk datang ke BMT. Lalu dilakukan
akad pembiayaan dengan menjelaskan cara angsuran dan margin

yang diberikan oleh pihak BMT setelah itu pencairan.

C. Analisis Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI

1.

Analisis Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafilyah BN KC
Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-
2000

Pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan merupakan salah satu produk yang diminati oleh anggota, hal
tersebut dikarenakan anggota merasa terbantu dengan adanya
pembiayaan berupa modal usaha yang diberikan oleh pihak BMT kepada
anggota untuk menjalankan usahanya.

Akad mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak,
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan
pihak lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha yang
diperoleh dari sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan
dalam kontrak. Bilamana kerugian itu diakibatkan pihak pengelola, maka
kerugian tersebut ada pihak pengelola.®®

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pembiayaan
mudharabah menggunakan jenis pembiayaan mudharabah mugoyaddah,

yang mana adanya jenis batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

62 Ahmadiono, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah., 82.
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Dalam hal ini pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pihak BMT
dengan memberikan modal sesuai yang diajukan oleh anggota untuk
menjalankan usahanya, pembagian keuntungan dibagi atas hasil usaha
sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak BMT
dan anggota. Pembagian nisbah bagi hasil pada BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan ditetapkan dalam bentuk presentase yaitu 70:30, 60:40,
dan 50:50.

Jika terjadi kerugian dalam usaha yang disebabkan akibat dari
kesengajaan atau kelalaian dari anggota atau pengelola maka kerugian
sepenuhnya ditanggung oleh anggota. Namun jika kerugian dalam usaha
terjadi diakibatkan faktor cuaca seperti pada usaha pertanian yang
mengakibatkan hasil panen menurun maka kerugian tersebut tetap
ditanggung oleh anggota dengan tetap membayar bagi hasil. Pihak BMT
akan memberi perpanjangan waktu untuk pembayaran bagi hasil dan
pokok. Perhitungan pengembalian bagi hasil tetap sesuai dengan
presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.

BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan dalam pelaksanakaan
pembiayaan mudharabah pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai
dengan teori yang mana dalam hal kerugian LKS sebagai penyedia dana
menanggung kerugian kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang
disengaja atau lalai.

Pada pelaksanaannya DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai

pelaksanaan pembiayaan mudharabah agar dijadikan pedoman bagi
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pelakunya. Ketentuan pembiayaan mudharabah tertuang dalam fatwa

DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 tentang mudharabah. Dengan

demikian peneliti akan menganalisis praktik pembiayaan akad

mudharabah pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sesuai dengan

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/1V-2000 tentang mudharabah.

a.

Ketentuan Pembiayaan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000
Tentang Mudharabah

Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah
pada poin pertama mengatakan bahwa ‘“Pembiayaan Mudharabah
adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain
untuk suatu usaha yang produktif”. Pada praktiknya setelah
dilakukannya pencairan dana pembiayaan mudharabah oleh BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan dana tersebut merupakan dana
untuk menjalankan usaha produktif yang diajukan oleh anggota
pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah yang
dilakukan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki
ketentuan bahwa usaha tersebut minimal sudah berjalan selama 6
bulan, alokasi dana dari pembiayaan tersebut digunakan sebagai
tambahan modal bukan sebagai modal utama usaha baru. Maka hal
tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang mudharabah
pada ketentuan umum poin kedua bahwa “Dalam pembiayaan ini
LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100%

kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)
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bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”. Selanjutnya pada
poin ketiga dijelaskan bahwa “Jangka waktu wusaha, tatacara
pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha)”.
Dalam pembiayaan akad mudharabah yang dilaksanakan di BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan kedua belah pihak BMT selaku
shahibul maal maupun anggota selaku mudharib memahami dan
mengerti perjanjian yang telah mereka sepakati. Kontrak tersebut
mencakup penentuan jangka waktu pembiayaan, tata cara
pengembalian dana, pembagian presentase keuntungan. Hal ini
sudah sesuai sebagaimana poin ketiga pada fatwa DSN-MUI tentang
mudharabah.

Selanjutnya poin keempat ketentuan umum Fatwa DSN-MUI
tentang mudharabah menjelaskan bahwa “Mudharib boleh
melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan
sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen
perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
memperbolehkan anggota untuk menjalankan berbagai jenis usaha
selama usaha tersebut tidak melanggar syariah dan BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan harus mengetahui jenis usaha yang dijalankan
tersebut. BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan tidak ikut serta

dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh mudharib, namun
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BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan melakukan pengawasan
terhadap usaha yang dijalankan. Dengan demikian pelaksanaanya
pada BMT ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin
keempat. Dana yang diberikan BMT Assyafiyah BN KC
Pekalongan selaku shahibul maal kepada anggota selaku mudharib
adalah berupa uang tunai dan besarnya nominal sesuai kesepakatan
dengan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No.
07/DSN-MUI/IV/2000 poin kelima yang menyatakan bahwa
“Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang”.

Ketentuan umum fatwa DSN-MUI tentang mudharabah pada
poin keenam diterangkan bahwa “LKS sebagai penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika
mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau
menyalahi perjanjian”. Dalam praktiknya pada BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan ketika usaha yang dijalankan oleh anggota
mengalami kerugian, untuk anggota yang mempunyai iktikad baik
penyelesaian jika terjadi kerugian maka akan dilakukan dengan
memperpanjang jangka waktu pembayaran atau rescheduling, namun
anggota tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah
kesepakatan bagi hasil pada akad perjanjian. Dengan demikian
pelaksanaannya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ini

belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin keenam.



100

Selanjutnya poin ketujuh disebutkan bahwa ‘“Pada
prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini
hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam
akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN”. Pembiayaan mudharabah di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan mensyaratkan adanya jaminan, hal tersebut dilakukan
agar mudharib tidak melakukan penyimpangan atau kesalahan yang
disengaja. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dilaksanakan
dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dalam pelaksanakan
pembiayaan mudharabah meliputi kriteria mudharib, prosedur
pembiayaan mudharabah, serta mekanisme pembagian keuntungan
dalam pembiayaan mudharabah.

Selanjutnya poin kedelapan berbunyi “Biaya operasional
dibebankan kepada mudharib”. Pembiayaan mudharabah yang
dilaksanakan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak
membebankan biaya operasional kepada anggota (mudharib),
melainkan biaya operasioanal sudah termasuk ke dalam modal yang

diberikan pihak BMT kepada anggota untuk menjalankan usahanya.
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Maka hal ini pelaksanakanya dalam pembebanan biaya operasional
belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin kedelapan.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku shahibul maal
mempunyai kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan sesuai
kesepakatan, namun apabila terbukti BMT Assyafilyah BN KC
Pekalongan gagal memenuhi kewajibannya atau terbukti melakukan
pelangganggaran atas kesepakatan, maka BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan bersedia bertanggung jawab membayar segala kerugian
atau biaya yang telah di keluarkan oleh anggota selaku mudharib
(pengelola usaha). Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 poin ke sepuluh yang menyatakan bahwa “Dalam hal
penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti
rugi atau biaya yang telah dikeluarkan”.

Rukun dan Syarat Pembiayaan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-
MUI/1V-2000 Tentang Mudharabah

Terdapat rukun dan syarat dalam Fatwa DSN-MUI tentang
mudharabah. Pada poin pertama disebutkan bahwa “Penyedia dana
(shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum”.
BMT Assyafiilyah BN KC Pekalongan selaku shahibul maal dalam
pembiayaan mudharabah sudah memahami hukum dengan baik dan

selalu memastikan bahwa anggota selaku mudharib cakap hukum
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hal tersebut dapat dilihat dari salah satu syarat pada permohonan
pembiayaan yaitu KTP suami dan istri.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku shahibul maal
dan anggota selaku mudharib pada saat membuat kesepakatan dan
menandatangani akad kedua belah pihak sudah berkomunikasi secara
langsung mengungkapkan dengan jelas tujuan perjanjian dan maksud
kontrak tersebut, selain dengan lisan akad pembiayaan mudharabah
ini juga tertulis dalam form akad perjanjian. Hal ini sesuai dengan
Fatwa DSN poin kedua yang menyatakan bahwa “Pernyataan ijab
dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan
kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan
memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus
secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari
penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara
tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara
komunikasi modern”.

Selanjutnya poin ketiga dijelaskan bahwa “Modal ialah
sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana
kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk
uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk
aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak

dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib,
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baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan
dalam akad”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku shahibul
maal kepada anggota selaku mudharib dalam pemberian modal yaitu
diberikan berupa tunai secara langsung sesuai nominal yang telah
disepakati pada akad perjanjian. Maka hal ini pelaksanannya telah
sesuai dengan fatwa DSN-MUI poin ketiga.

Terkait keuntungan pada poin keempat, pada pembiayaan
mudharabah diperuntukkan untuk BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan selaku shahibul maal dan anggota selaku mudharib yang
presentase bagi hasil pembagian keuntungannya sudah disepakati
antara kedua belah pihak didalam akad perjanjian. Adapun
presentase nisbah bagi hasil pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Hal ini sesuai dengan
poin keempat a dan b yang menyatakan bahwa “Keuntungan
mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari
modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus
diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya
untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai
kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”

Namun dalam hal kerugian usaha pada BMT Assyafiiyah BN

KC Pekalongan, apabila usaha yang dijalankan oleh anggota
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mengalami kerugian sehingga anggota tidak bisa membayar pokok
dan bagi hasil yang telah disepakati bersama, maka seharusnya
kerugian yang terjadi ditanggung oleh pihak BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan selaku penyedia dana dengan ketentuan kerugian
tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan mudharib, namun
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan belum bisa melaksanakannya,
untuk anggota yang mempunyai iktikad baik penyelesaian jika
terjadi kerugian maka akan dilakukan dengan memperpanjang
jangka waktu pembayaran atau rescheduling, anggota tetap
membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil
pada akad. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN poin keempat
bagian ¢ yang menyatakan bahwa “Penyedia dana menanggung
semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh
menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku shahibul mal
memberi hak kepada anggota selaku mudharib mengenai jenis usaha
yang dilakukan namun usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan
hukum syariah dan pengelolaan usaha sepenuhnya dijalankan oleh
anggota.

Tetapi dalam hal ini pihak BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan tetap melakukan pengawasan terhadap usaha yang

dijalankan oleh anggota. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
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bagian kedua poin kelima yang menyatakan bahwa “Kegiatan usaha
oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (mugabil) modal
yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal
berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit
tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak
boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang
berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan
yang berlaku dalam aktifitas itu”.
Beberapa Hukum Ketentuan Pembiayaan Fatwa DSN-MUI No.
07/DSN-MUI/1V-2000 Tentang Mudharabah

Terdapat beberapa ketentuan hukum pada pembiayaan
mudharabah. Poin pertama disebutkan bahwa “Mudharabah boleh
dibatasi pada periode tertentu”. BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan dalam menjalankan pembiayaan mudharabah dengan
periode tertentu sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan anggota.
Selanjutnya poin kedua dijelaskan “Kontrak tidak boleh dikaitkan
(mu’allag) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu
terjadi”. Kontrak perjanjian pembiayaan mudharabah di BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak mengaitkan dengan kejadian

yang akan datang karena belum pasti.
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Selanjutnya poin ketiga ketentuan umum Fatwa DSN-MUI
tentang mudharabah menjelaskan bahwa “Pada dasarnya, dalam
mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini
bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. Namun dalam
praktiknya ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami
kerugian, untuk anggota yang mempunyai iktikad baik penyelesaian
jika terjadi kerugian maka akan dilakukan dengan memperpanjang
jangka waktu pembayaran atau rescheduling, anggota tetap
membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil
pada akad perjanjian. Maka hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN
No. 07/DSN-MUI/1V/2000 poin ketiga.

Selanjutnya terakhir poin keempat disebutkan bahwa “Jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah. Dalam BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya,
maka jalan yang akan diambil pertama adalah secara kekeluargaan

dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak.
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Analisis Pembiayaan Musyarakah di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV-
2000

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan merupakan lembaga yang
mengemban prinsip syariah, sehingga prinsip tersebut menjadi pokok
dasar untuk berfikir, bertindak dan sebagainya. Dengan prinsip ini BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan berusaha mengumpulkan dana dari
masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan modal. Dengan demikian BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengajak dan menciptakan masyarakat
untuk melakukan kerjasama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah
serta menjauhi riba. Kerjasama yang tepat dilaksanakan adalah
musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih
untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana
masing-masing. Dalam konteks ini akad musyarakah dilakukan antara
BMT dan anggota.®®

Pembiayaan musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan dilakukan atas kesepakatan antara pihak BMT dan anggota
guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal serta
produktif dengan porsi modal dalam jumlah yang berbeda, karena pihak

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan hanya memberikan tambahan

%3 Nainggolan, Perbankan Syariah Di Indonesia., 136.
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modal sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam praktiknya jenis
musyarakah yang digunakan adalah syirkah al’inan, pihak BMT dan
anggota memberikan porsi modal masing-masing dan pembagian
keuntungan disepakati bersama. Pembagian nisbah bagi hasil pada BMT
Assyafilyah BN KC Pekalongan ditetapkan dalam bentuk presentase
yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50.

Namun pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada
pembiayaan musyarakah jika terjadi kerugian pada usaha yang
dijalankan, maka pihak BMT akan melakukan tindakan sesuai dengan
hasil monitoring yang telah dilakukan. Jika kerugian disebabkan oleh hal
yang tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun hama
yang menyerang dalam wusaha pertanian maka akan dilakukan
rescheduling atau perpanjangan waktu dengan tetap membayar bagi hasil
sesuai dengan nisbah bagi hasil. Namun ketika kerugian terjadi karena
kelalaian anggota dalam menjalankan usaha maka akan ke ranah
jaminan.

BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan dalam pelaksanakaan
pembiayaan musyarakah sama halnya dengan pembiayaan mudharabah
pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan teori dalam hal
kerugian, jika terjadi kerugian atas usaha yang dijalankan oleh anggota
kerugian tersebut tidak dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi

modal masing-masing, melainkan pihak BMT akan memberikan
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perpanjangan waktu dengan membayar pokok dan tetap membayar bagi

hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal.

Ketentuan mengenai pelaksanaan akad musyarakah yang

dijadikan pedoman dalam bermuamalah terdapat pada Fatwa DSN-MUI

No. 08/DSN-MUI/IV-2000 tentang musyarakah. Oleh sebab itu peneliti

akan menganalisis praktik pembiayaan akad musyarakah pada BMT

Assyafilyah BN KC Pekalongan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.

08/DSN-MUI/1VV-2000 tentang musyarakah.

a.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
dengan memperhatikan hal-hal berikut :

Pelaksanakan  ketentuan fatwa DSN-MUI tentang
musyarakah mengenai pernyataan ijab dan gabul pada poin a
mengatakan “Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit
menunjukan tujuan kontrak (akad) dan poin b “Penerimaan dan
penawaran dilakukan pada saat kontrak”. BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan dalam menjalankan kontrak telah diterapkan dengan
anggota, yaitu pada saat sebelum akad dilakukan terlebih dahulu
musyawarah terkait porsi bagi hasil yang diterimanya sesuai dengan
kesepakatan bersama beserta jangka waktu tempo pembayaran atas
pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Selanjutnya poin c¢ dijelaskan bahwa “Akad dituangkan

secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan
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cara-cara modern”. Dalam pembiayaan akad musyarakah yang
dilakukan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan akad
musyarakah telah dituangkan dalam dokumen dengan kontrak secara
tertulis dalam pembiayaan musyarakah. Dengan demikian
pelaksanakanya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ini
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin pernyataan ijab dan
gabul.

. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan
memperhatikan hal-hal berikut :

Pihak-pihak yang berkontrak pada BMT Assyafiiyah BN KC
sudah cakap hukum hal tersebut dilihat dari salah satu syarat pada
permohonan pembiayaan yaitu KTP suami dan istri, sehingga tidak
berada dibawah umur dan masuk Kriteria cakap hukum.

Selanjutnya terkait pihak-pihak yang berkontrak fatwa DSN-
MUI pada poin a diterangkan bahwa “Kompeten dalam memberikan
atau diberikan kekuasaan perwakilan” dan poin b yaitu “Setiap mitra
harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra
melaksanaan kerja sebagai wakil”. Dalam hal ini pihak BMT dan
anggota sama-sama menyertakan dana dan melaksanakan Kkerja
sesuai dengan isi kontrak yang disepakati bersama, anggota
melaksanakan usaha dan pihak BMT mengawasi usaha yang
dijalankan oleh anggota. Maka hal ini telah sesuai pada fatwa DSN-

MUI tentang musyarakah.



111

Selanjutnya pada poin ¢ berbunyi “Setiap mitra memiliki hak
untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal lalu
poin d disebutkan bahwa “Setiap mitra memberi wewenang kepada
mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap
telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan
kelalaian dan kesalahan yang disengaja” dan poin e “Seorang mitra
tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk
kepentingannya sendiri”. Dapat dilihat dari pihak-pihak yang
berkontrak bahwa pihak BMT memberikan wewenang kepada pihak
anggota untuk mengelola dana dalam melakukan usaha tanpa
melakukan kesalahan yang disengaja. Dan pihak anggota tidak
diizinkan mencairkan dana yang telah diberikan untuk
kepentingannya sendiri. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI
tentang musyarakah mengenai pihak-pihak yang berkontrak.

Obyek akad (modal, kerja, keuntungan)
1) Modal
Dalam hal modal BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
memberikan modal berupa uang tunai secara langsung kepada
anggota. Para pihak tidak boleh memberikan modal musyarakah
untuk pihak lain, modal hanya boleh digunakan untuk usaha
anggota. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak BMT

Assyafityah BN KC Pekalongan telah menjalankan sesuai dengan
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ketentuan fatwa DSN-MUI poin pertama ‘“Modal yang diberikan
harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal
dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,
properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus
terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra
dan poin kedua yang berbunyi “Para pihak tidak boleh
meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan
modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar
kesepakatan”.

Selanjutnya poin ketiga berbunyi “Pada prinsipnya, dalam
pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk
menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta
jaminan”. Pada BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan anggota
memberikan jaminan brupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat
tanah. Dalam praktiknya di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan, jaminan diberlakukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota.
Sehingga hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang
pembiayaan musyarakah pada poin modal.

Kerja

Pada poin pertama berbunyi “Partisipasi para mitra dalam

pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi,

kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra
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boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan
bagi dirinya”. Dalam praktiknya pihak BMT tidak ikut serta
dalam menjalankan usaha yang dijalankan anggota. Namun hanya
bertindak sebagai pemberi modal dan mengawasi atau
memonitoring setiap jalannya usaha yang dilakukan oleh anggota.

Selanjutnya pada poin kedua yaitu “Setiap mitra
melaksanakan kerja dalam musyarakah kerja dalam musyarakah
atas nama masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan
dalam kontrak”. Dalam perjanjian kontrak pembiayaan
musyarakah telah dijelaskan mengenai kedudukan setiap mitra,
anggota yang menjalankan usahanya dan pihak BMT bertugas
mengawasi usaha yang dilakukan oleh anggota. sehingga dalam
pelaksanakannya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah
memenuhi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah
pada poin kerja.
Keuntungan

Pada poin pertama disebutkan bahwa “Keuntungan harus
dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan
sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian
musyarakah”. Porsi nisbah bagi hasil dari keuntungan atas kerja
sama usaha yang dilakukan antara pihak BMT dan anggota telah

tertuang jelas dalam kontrak akad pembiayaan musyarakah.



4)

114

Selanjutnya poin kedua berbunyi “Setiap keuntungan mitra harus
dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan
tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi
seorang mitra”. Dalam pembagian keuntungan pihak BMT
Assyafiilyah BN KC Pekalongan menetapkan bagi hasil dalam
bentuk presentase nisbah bagi hasil yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50.
Nisbah bagi hasil tersebut ditentukan pada akad perjanjian
menurut kesapakatan bersama antara pihak BMT dan anggota.
Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang
musyarakah.

Selanjutnya poin ketiga disebutkan bahwa “Seorang mitra
boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya”. Pada
pembiayaan musyarakah yang dilakukan pihak BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan pembagian nisbah bagi hasil tetap sesuai
pada akad yang dilakukan pada perjanjian awal. Dan sistem
pembagian keuntunganya dijelaskan pada akad perjanjian
musyarakah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang
musyarakah poin keempat yang berbunyi “Sistem pembagian
keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad”

Kerugian
Dalam poin kerugian dijelaskan bahwa “Kerugian harus

dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham
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masing-masing dalam modal”. Namun dalam praktiknya jika
usaha yang dijalankan anggota mengalami kerugian yang bukan
disebabkan karena kelalaian anggota melainkan adanya hal yang
tidak terduga seperti perubahan cuaca dan sebagainya, pihak
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak membagi kerugian
secara proporsional menurut masing-masing modal, namun tetap
membaginya berdasarkan porsi nisbah bagi hasil. Maka artinya
pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak melakukan
kebijakan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI di mana kerugian
harus dibagi secara proposional menurut modal masing-masing
modal.
d. Biaya operasional dan Persengketaan
Pada poin pertama mengatakan bahwa “Biaya operasional
dibebankan pada modal bersama”. Dalam pembiyaan musyarakah
pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan biaya operasional
masuk kategori modal yang menjadi tanggungan bersama.
Selanjutnya yang terakhir pada poin kedua berbunyi “Jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah”. Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
jika terdapat salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya

maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan
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musyawarah namun jika tidak tercapai kesepakatan maka akan
dilakukan melalui jalur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sehingga hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai
biaya operasional dan Persengketaan.

3. Analisis Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiyah BN KC

Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-
2000

Pembiayaan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan adalah salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh
anggota. Sebagaimana sudah diketahui bahwa akad murabahah
merupakan akad jual beli suatu barang dengan tambahan keuntungan
yang disepakati.®*

Pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah yang dilakukan
oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, dari hasil wawancara yang
peneliti lakukan murabahah yang digunakan adalah jenis murabahah
berdasarkan pesanan yaitu pengadaaan barang yang merupakan objek
jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Namun pada
praktiknya pelaksanaan pembiayaan murabahah dan akad wakalah
keduanya disepakati dan ditandatangani secara bersamaan. Dalam
pembiayaan ini pihak BMT belum memiliki barang yang dibutuhkan oleh
anggota, sehingga pihak BMT melakukan akad wakalah yang berisi

bahwa pihak kedua yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan akan

% Ahmadiono, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. 94.
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mewakili atas nama pihak BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan
oleh anggota.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pelaksanaan
pembiayaan murabahah pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai
dengan teori, dalam pengadaan barang pihak BMT hanya sebagai
pemberi modal, pemberian kuasa atau akad wakalah dilakukan secara
bersamaan dengan akad murabahah sehingga barang yang dibeli oleh
anggota tidak dimiliki oleh pihak BMT.

BMT dalam setiap menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai
dengan prinsip syariah vyaitu prinsip hukum Islam dan dalam
penyusunannya harus berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan akad murabahah yang
dijadikan pedoman dalam bermuamalah diatur dalam Fatwa DSN-MUI
No. 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang murabahah. Oleh karena itu, peneliti
akan menganalisis praktik pembiayaan akad murabahah pada BMT
Assyafiilyah BN KC Pekalongan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV-2000 tentang murabahah.

a. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000
Tentang Murabahah

Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah pada

poin  pertama mengatakan bahwa “Bank dan nasabah harus

melakukan akad murabahah yang bebas riba.” BMT Assyafiiyah BN

KC Pekalongan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat
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islam, bebas riba. Penambahan harga dalam jual beli diperbolehkan
karena merupakan keuntungan, hal ini diperbolehkan dalam ketentuan
akad murabahah. Maka pelaksanakanya pada BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin
pertama.

Selanjutnya pada poin kedua disebutkan bahwa “Barang yang
diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.” BMT
Assyafiilyah BN KC Pekalongan mempunyai ketentuan bahwa barang
yang diperjualbelikan pada pembiayaan murabahah yaitu barang yang
tidak diharamkan oleh syariah. Maka hal ini sudah sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pembiayaan
murabahah akan membiayai keseluruhan harga barang yang diminta
oleh anggota. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang
murabahah pada ketentuan umum poin ketiga yang berbunyi “Bank
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya”.

Pembiayaan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan diajukan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan
produktif maupun konsumtif. Penandatanganan akad murabahah
terjadi pada saat pencairan uang kepada anggota. Pihak BMT tidak
memberikan barang sebagai objek utama dalam pembiayaan dengan

akad murabahah, melainkan pihak BMT Assyafiiyah BN KC
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Pekalongan memberikan sejumlah uang yang kepada anggota sesuai
dengan pembiayaan yang telah disetujui untuk pembelian suatu barang
yang dibutuhkan oleh anggota. Hal ini belum sesuai dengan fatwa
DSN-MUI tentang ketentuan umum murabahah poin keempat yang
berbunyi “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan riba” poin kelima yang
berbunyi “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”,
dan poin keenam “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada
nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.
Selanjutnya poin ketujuh disebutkan bahwa ‘“Nasabah
membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati”. Dalam kontrak akad
murabahah besaran angsuran yang harus dibayarkan serta waktu jatuh
tempo pembayaran dan lamanya waktu pelunasan pembiayaan sudah
dijelaskan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dan
disepakati bersama dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. .
Perjanjian ini dilakukan agar kesepakatan pada akad benar-benar
dipatuhi oleh kedua pihak dan akan mengikat secara hukum. Sesuai
dengan poin kedelapan ketentuan umum fatwa murabahah DSN-MUI

bahwa “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
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akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.”

Poin terakhir pada ketentuan umum yaitu poin ketujuh
berbunyi “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Pada
praktiknya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menerapkan
kesepakatan akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara
bersamaaan, kemudian setelah kesepakatan kontrak itu, barulah
anggota mewakilkan untuk membeli barang. Akad murabahah
disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia. Maka
hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah poin
ketujuh.

. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/1V-2000 Tentang Murabahah

Selanjutnya pada Fatwa DSN-MUI tentang murabahah
terdapat Ketentuan Murabahah kepada Nasabah. Pada poin pertama
disebutkan bahwa ‘“Nasabah mengajukan permohonan dan janji
pembelian suatu barang atau aset kepada bank.” Prosedur pengajuan
yang di terapkan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai
dengan poin ini. Anggota yang akan mengajukan pembiayaan
murabahah harus membuat permohonan dan melengkapi syarat yang

diharuskan. Adapun syarat yang harus dilengkapi pada saat



121

permohonan pembiayan yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi
KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan, mempunyai usaha atau
pekerjaan tetap dan sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan. Prosedur pengajuan yang di terapkan BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan poin ini.

Selanjutnya poin b dijelaskan bahwa “Jika bank menerima
permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang
dipesannya secara sah dengan pedagang” dan poin ¢ “Bank kemudian
menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerima  (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.” Pada BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan seperti yang sudah dijelaskan di awal
dalam proses pembiayaan akad murabahah menerapkan kesepakatan
akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara bersamaaan,
kemudian setelah kesepakatan kontrak itu, barulah anggota
mewakilkan untuk membeli barang. Akad murabahah disepakati saat
barang yang menjadi objek akad belum tersedia. Dengan demikian
pada poin ini, belum sesuai dengan poin kedua dan poin ketiga
ketentuan murabahah kepada nasabah Fatwa DSN-MUI tentang
murabahah.

Selanjutnya poin keempat disebutkan “Dalam jual-beli ini

bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat
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menandatangani kesepakatan awal pemesanan.” Dalam hal ini pihak
BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan tidak meminta uang muka
kepada anggota pada saat akad, dikarenakan pada saat akad
pembiayaan murabahah, anggota langsung menerima pembiayaan
yang diajukan dan membeli barang yang dibutuhkan.

Selanjutnya dalam poin kelima dijelaskan bahwa “Jika nilai
uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah dan
poin keenam berbunyi “Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun
sebagai alternative dari uang muka, maka : a. jika nasabah
memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa
harga, b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal kerugian yang ditanggung oleh bank maksimal sebesar
kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan
jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi
kekurangannya”.

Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya dalam
pembiayaan murabahah yang dijalankan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan tidak meminta uang muka kepada anggota. Maka terkait
uang muka kepada anggota BMT Assyafilyah BN KC Pekalongan
telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena dalam jual beli bank tidak

diwajibkan meminta uang muka namun diperbolehkan.



123

c. Jaminan dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-
2000 Tentang Murabahah
Dalam proses permohonana pembiayaaan, BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan mensyaratkan adanya jaminan yang harus
disertakan oleh anggota yang memohon. Jaminan ini dibutuhkan oleh
pihak BMT agar anggota tidak melakukan penyimpangan atau
kesalahan yang disengaja dan anggota serius dalam menjalankan
pembiayaan murabahah. Hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur
pada poin pertama bahwa “Jaminan dalam murabahah dibolehkan,
agar nasabah serius dengan pesanannya.” dan pada poin kedua bahwa
“Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang”.
d. Utang dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-
2000 Tentang Murabahah
Selanjutnya pada Fatwa DSN-MUI tentang murabahah yaitu
Utang dalam Murabahah. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa, poin
pertama “Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia
tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank”, poin
kedua “Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya” dan
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poin ketiga berbunyi “Jika penjualan barang tersebut menyebabkan
kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai
kesepakatan awal. la tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran
atau meminta kerugian itu diperhitungkan”

Pembiayaan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada poin-poin
bagian keempat. Apabila anggota melakukan transaksi dengan pihak
lain, masih dalam jangka waktu angsuran, seperti menjual barang
yang menjadi objek murabahah, maka anggota tetap wajib memenuh
kewajiban angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/1V-2000 Tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI tentang murabahah selajutnya dijelaskan
tentang Penundaan Pembayaran dalam murabahah. Pada poin pertama
disebutkan bahwa “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak
dibenarkan menunda penyelesaian utangnya” dan poin kedua “Jika
nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah”. BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan dalam menangani anggota yang tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di awal maka akan
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mengomunikasikan secara langsung terhadap anggota yang berkaitan
secara baik-baik.

Namun jika pihak BMT telah mencoba berkomunikasi dengan
anggota namun anggota tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka
pihak BMT akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah
dilakukan dan masih ada itikad baik dari anggota maka akan
dilakukan perpanjangan waktu pembayaran namun jika sudah tidak
ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan membawa pada
ranah jaminan.

. Bangkrut dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-
2000 Tentang Murabahah

Selanjutnya bagian terakhir Fatwa DSN-MUI tentang
murabahah yaitu mengenai bangkrut dalam murabahah. Dijelaskan
bahwa “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.” BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan tetap memberikan solusi bagi anggota yang
dinyatakan bangkrut atau pailit dangan memberi perpanjangan waktu
pembayaran kepada anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
Namun jika hal tersebut masih belum dapat menutup kewajiban

anggota maka akan ke ranah jaminan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti
dapat disimpulkan bahwa implementasi praktik pembiayaan mudharabah,
musyarakah dan murabahah dalam pelaksanaannya pada BMT Assyafiiyah
BN KC Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya
sesuai dengan teori dan fatwa DSN-MUI dikarenakan saat terjadi kerugian
atas usaha yang dijalankan anggota, pihak BMT tidak ikut menanggung
kerugian melainkan anggota tetap diwajibkan melakukan pengembalian
pokok dan bagi hasil atas hasil dari usaha yang dijalankan. Perhitungan bagi
hasil tetap menggunakan presentase nisbah bagi hasil yang telah ditentukan
pada kesepakatan awal sehingga hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 tentang mudharabah dan Fatwa DSN-MUI
No. 08/DSN-MUI/IV-2000 tentang musyarakah pada poin tentang kerugian.
Adapun pada pembiayaan murabahah pelaksanakan akad murabahah belum
sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Dalam
pelaksanakannya akad murabahah dilakukan sebelum kepemilikan objek jual
beli menjadi milik pihak BMT. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/1V-2000 tentang murabahabh.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti,

maka peneliti memberikan saran-saran diantaranya :

1.

Bagi BMT, peneliti memberikan saran pada praktik pembiayaan akad
mudharabah dan musyarakah karena transaksi melibatkan kegiatan
pertanian ada baiknya menggunakan skema salam dengan tujuan untuk
menghindari praktik gharar dan riba.

Bagi BMT, peneliti memberikan saran pada praktik pembiayaan akad
murabahah agar BMT menjalin kerjasama dengan pihak distributor
sehingga dalam pelaksanannya dapat memudahkan BMT dalam pengadaan
barang yang dibutuhkan oleh anggota.

Bagi praktisi secara umum diharapkan agar lebih dapat memahami tentang
fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi atau produk yang ada di BMT
agar mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang bebas

gharar dan riba.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN
PADA BMT ASSYAFIIYAH BN KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

A. Interview (Wawancara)
Panduan wawancara kepada Pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC

Pekalongan Lampung Timur :

il.

lenis mudharabah, musyarakah dan murabahah apa yang dipakai pada
BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?

Bagaimana ketentuan umum  dalam  pembiayaan  mudharabah,
musyarakah dan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
Berapa lama jangka waktu angsuran pembiayaan mudharabah,
musyarakah dan murabahah yang diberikan kepada anggota?

Apakah dalam menctapkan produk pembiayaan mudharabah,
musyarakah dan murabahah harus menyertakan jaminan dari anggota?
Apaknh ada pengawasan oleh pihak BMT terhadap usaha dalam
pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dijalankan oleh anggota?
Apakah rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah
dan muwrabahah sudah terpenuhi pada BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan?

Dalam pemberian pembiayaan mudharabah dan musyarakah apakah
madal yang diberikan dalam bentuk tunai?

Bagaimana sistem pembagian keuntungan pada pembiayaan mudharabah
dan musyarakah di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?

Apa yang dilakukan BMT ketika usaha yang dijalankan oleh anggola
mengalami kerugian?

Dalam pembiayaan mudharabah apakah BMT Assyafiiyah BN KC

Pckalongan membebankan biaya operasional kepada anggota?



k.

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat biaya operasional, apakah biaya
operasional tersebut ditanggung kedua belah pihak?

Apakah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pembiayaan
murabahah meminta vang muka pada anggota?

Bagaimana cara BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam mengambil
margin pembiayaan murabahah?

Bagaimana penyelesaian utang dalam transaksi murabahah?

Apakah praktik pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah
pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI?

2. Panduan wawancara kepada marketing BMT Assyafiiyah BN KC

Pekalongan Lampung Timur :

a.

Bagaimana prosedur pelaksanakan pembiayaan mudharabah, musyarakah
dan murabahah pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?

Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi anggota untuk mendapat
pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah?

Apa saja kriteria calon anggota yang dinilai layak untuk mendapatkan
pembiayaan murabahah, musyarakah dan murabahah di BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan?

Apa yang dilakukan jika terdapat anggota yang tidak melakukan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati?

Apakah praktik pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah

pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI?



3. Panduan wawancara kepada anggota pembiayaan mudharabah,

musyarakah dan murabahah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Lampung Timur :

a.

Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan?

Untuk apa Bapak/Ibu melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan?

Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu ambil?

Apakah ada jaminan yang digunakan untuk pembiayaan pada BMT
Assyafiiyah BN KC Pekalongan?

Bagaimana system pembagian bagi hasil pembiayaan mudharabah dan
musyarakah dari usaha yang telah dilakukan dilakukan?

Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah apa yang dilakukan pihak
BMT ketika usaha yang dijalankan Bapak/Ibu mengalami kerugian?

Pada pembiayaan murabahah apakah Bapak/Ibu membayar vang muka
pada saat pembiayaan?

Bagaimana prosedur yang dilakukan BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada

Bapak/Ibu?

B. Dokumentasi
1. Sejarah berdirinya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.
2. Stuktur organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pckalongan Lampung Timur.
3. Produk - produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.
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BMT ASSYAFI’IYAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

SURAT PERSETUJUAN IZIN RESEARCH

Nomor : 030/033/BMT-ABN/BR/VII/2024 Pekalongan, 21 AGUSTUS 2024

Lampiran -

: Persetujuan izin research

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Sehubungan dengan Permohonan izin Research yang diajukan kepada kami oleh

Mahasiswa atas nama

Nama : MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : S1 Perbankan Syari’ah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan
kegiatan Research dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan

tersebut,
Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami, ==
Pimpinan m/\,n::{xssym’iiap Pckalongan
/ .“\‘h y N\% Y‘\




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

UNIT PERPUSTAKAAN
i NPP: 1807062F0000001
METRO Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34711

Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@melrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-958/In.28/S/U.1/0T.01/10/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama - MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012
Fakultas’/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003022012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas
administrasi Perpustakaan Instilut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Oktober 2024
i Kepala Perpustakaan




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MET RO JI. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawabh ini menerangkan bahwa;

Nama : MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012
Jurusan : 81 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul IMPLEMENTASI PRAKTIK
AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG
TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan
LULUS menggunakan aplikasi Turnitin dengan Score 22%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

3 t’.]l;" ‘hp@
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Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296,
R (o] Website: www metrouniv ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM  :2003022012 Semester/TA 1 V112023
Hari/ s Tanda
No Tanggal Hal yang dibicarakan Tanigan

\
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Al vbmewe r}\wb; v ‘
~Maidlel v | rena o /
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Reara *eow evv4> Moc amuaL (¥
ok apo ) ) u{u Paletele &olmwnq?
Wa lugin oyl 1Xe nam ,

Vﬁ‘lb‘ﬁ b (walea fw*«( G '\E&Mm@
Ma

Q‘-ﬁﬂ"
Vawﬁw. M
Dosen Pembimbing, Mahasiswa Ybs,
P i T T INN

Alva Yenica Na i E. Maulina Rismawati
NIP. 199106172019032015 NPM. 2003022012
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
H Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati Fakultas/Prodi  : FEBI/PBS
NPM  :2003022012 Semester/TA : VIII/ 2024
Hari/ y k% it Tanda
No Tanggal Pembimbing Hal yang dibicarakan Tangan
ue /|  [Parbatec Kb 6&\9@0&@
0b Ve 5 Rendisn w, o Btarfostasa
o Uhston % ot
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, M"% P o,
e gy weluas "f
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Dosen Pembimbing, Mahasiswa Ybs,
Alva Yenica Nandavifa, M.E.Sy Maulina Rismawati

NIP. 19910617%0'1 9032015 NPM. 2003022012
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296,
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
NPM  :2003022012 Semester/TA : VIIIZ 2024
Hari/ Gy Tanda
No Tanggal Hal yang dibicarakan Tangan

s;::’am’" P!fbwk; \atar %dukunq

L Tomban  conton kasug & LBV
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Dosen Pembimbing, Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nand Maulina Rismawati
NIP. 199106172419032015 NPM. 2003022012
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv ac id

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
NPM  :2003022012 Semester/TA : VIII/ 2024
Hari/ Gy Tanda
No Tanggal Hal yang dibicarakan Tangan
Beou, |- Pabaki Fale pagoatar, ypo
99/6 0y |- 90«30(\ qunakun kator ’qum.p Qaﬂa \:»aragmf,

Pabaki cpaa .
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Dosen Pembimbing, Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Natidavi .E.
NIP. 1991061¥2019032015

. ]

Maulina Rismawati

NPM. 2003022012
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: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www metrouniv ac il E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
Fakultas/Prodi  : FEBI/PBS
: VIII/ 2024

: Maulina Rismawati
Semester/TA

Nama
NPM  :2003022012
Hari/ T : N Tanda
No Tanggal Pembimbing Hal yang dibicarakan Tangsn
7 Juni = ;
2024 Sepepa PArTan LolNAT .'
!
LexpwApt (AVPAN
/
Mahasiswa Ybs,

Dosen Pembimbing,

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012

NIP. 199106172019032015
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www metrouniv,ac id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.ud

Nama : Mauli

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

na Rismawati

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM  :2003022012 Semester/TA cIX/ 2024
Hari/ o Tanda
No Tanggal Hal yang dibicarakan Pangan
SN

=
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Alc AP) <+ DoTUNE
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scn Pembimbing,

!

adda Vita, M.E.Sy

NIP. 193\]06172019032015

Mahasiswa Ybs,

&

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM  :2003022012

Semester/TA  : X/ 2024
No 'l':::;:;lal Hal yang dibicarakan ']"I;anng(:::‘
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Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

o

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012
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Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;
R O Website: wvav.metrouniv ac id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM  :2003022012 Semester/TA  : 1X/2024
No T::‘;/al Hal yang dibicarakan ’;‘l;anng(:::l
- W haeys p9e Analis dy T
U/ |- TS W s 4
“ 1o O By Yewx Den um 3k,
Didoler- Bldalan  Yonuwtican  eotipar vqur%n
2004, 198l \Alwésuwéu LW[A?AH
’ ﬁma(.l.an vam tenolisan J
W Al atwm Metoles
Dosen Pembimbing, Mahasiswa Ybs,
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Alva Yenica Na Maulina Rismawati
NIP. 1991061§2019032015 NPM. 2003022012
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM  :2003022012 Semester/TA 21X/ 2024
Hari/ v Tanda
No Tanggal Hal yang dibicarakan Tangan
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Doscen Pembimbing, Mahasiswa Ybs,
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Alva Yenica Na avi:fM.E.Sy Maulina Rismawati
NIP. 199106 072019032015 NPM. 2003022012
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Wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan
selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
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Wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Wawancara dengan Ibu J anggota
pembiayaan mudharabah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
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Wawancara dengan Ibu A anggota
pembiayaan mudharabah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Wawancara dengan Bapak S anggota
pembiayaan musyarakah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Wawancara dengan Ibu L nggota
pembiayaan musyarakah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
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i Wawancara dengan Ibu T anggota
pembiayaan murabahah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Wawancara dengan Ibu B anggota
pembiayaan murabahah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

E":E, 5 i - & _” A
Brosur BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
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Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Formulir Permohonan Menjadi Anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
Mational Sharia Board - Indonesian Council of Llama

Sekretariart ¢ Masjid Tetiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, lakarta Pysar 10710
Telp {021} 3450932 Fax. (021} 3440889

FATWA
DEWAN SYARI"TAH NASIONAL
NO: 07 DEN-MULTY /2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH ((HRADH)

"] ] p ¥
pm ) o N A

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang . & bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana
lembaga kevangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan
dananya kepada pihak lain dengan cara mndharabah, yaitu akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak periama
(malik, shahib gl-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang
pihak kedua (‘amil, mwdharid, nasabah) bernindak selaku
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan yang ditvangkan dalam kontrak;

b. bahwa agar cara tersebutl dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mndharabalt
untuk dijadikan pedoman oleh LES.

Mengingat . 1. Firman Allah Q5. al-Nisa™ [4]: 29:
e .I-__I‘l? E .J__.__.J.J__._l".l.l - N _".I’ L&
oS of Yy L bt oS sl sty AT gl U
I.i., R ES
“Hai orang vang beriman! Janganfah kalian saling memakan
{mengambil) haria sesomamn dengan jolan yang batil, kecuoli

dengan folan pernfagaon yang berlofn dengan swkareln d!
ettaranti

2. Firman Allah Q5. al-Ma'idah [5]: 1:
PR PR SO A
sy Pt T L gl
“Hai orang yeng beviman! Penubilah akad-ckad itu. "
3. Firman Allah Q5. al-Bagarah [2]: 283:

":. :A.-l.-' PR .1‘ .r'.l‘: - . Ear F‘. "
oy B BT T e Sl ey ASTak Ll 0.

“.Maka, jika sebagian kawe mempercavai sehagian yang lain,
hendaklah yang dipercavai itw meninaikan amanainyg dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allak Tuhannya... "

4, Hadis Nabi nwayat Thabrani;
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.b,_ﬁt ke JUd s u:l _mu:.:a’::_,uw Wi ol
;‘g_.,.m ‘]'J -'.LJUJ.:JJ..J .]J L'|_.,:-=:J.J._j.l.m"}||_1|nd..:-l.¢#d_¢'

o

JHJAL;&JLJMJJLPJB{& .J..S"-a_..n'l_:d_.l;d_.

o eV al pdall ol y .:.J,h;rl..u[,_i..J m‘,a..l;m uL" .,m
'(L.-""J"-'pu;'*-l'

“Abbay Bin Abdnl Muthallib fika menverahlon harie sebagai
muclharabah, la mensyarathan kepade mudharib-ayve agar tidak
mengarvngd Toutan dan tidok menuruni lembak, serta tidak
membell hewan ternak. Jika persyaratan it dianggar, ia
fmudharib) faris menanggng resikomyva. Ketitha persyaratan
yang ditetapkan  Abbas Wy didenpar  Resulullah,  belion
membenarkannya. " (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

v Erd

Hl a5 .,H._ﬁd :JG ;.JH_, m:.,mm&,gja of
ooy Y 2D an “i ke )l ;EL*L S

(e 5 drls

"Nabi bersabda, ‘Ada digo hal yang mengandung berkah. jual
beli tidak  secara  fungi, mugaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawwd wituk keperfnan rumah
fangga, bukan uniuk difual. " (HE. Ibou Majah dan Shuhaib).

6. Hadis Nab nwayat Tirnuzi dan “Amr bin *Auf:
A hp-t W Yo g Lo '~.n MQ:;& cJﬁaJﬁ
cbe e

Lﬂl'_f'J#'" _jll ‘hll.')‘-’- P Lb_.,.w TE‘[‘-‘@-E’JI-LELF'IJMU

"Perdamaian dapat dilakukan &F antara koum muslimin kecwali

perdamalan yong mengharamban yvang halal ataun menghalalkan

yang havam; dan kawm mneslimin teribat dengan syarci-syaret

mereka kecuali syarad yang mengharamban yang holal afon

menghalalkan vang haram.”

7. Hadis Mahi:
dee gl o W2ty s My amle oyt gy 02N DY
(5 A

"Tidak bofeh membahoayokan divi sendiri maupnn orang lain”
(HR, lbnu Majah, Daraquihni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri).

Bewan Syariah Nasional MUT
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8,

lima. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang, mtetharib) harta anak yalim sebagail mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka, Karenanya, hal il
dipandang sebagai yyma’ {Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Isfami wa
Adiliainhu, 1989, 4/838).

Qivas. Transaksi mudharabah digiyaskan kepada transaksi
nusagah.

10. Kaidah figh:

.___.a's"p__i.l.l'__. gk .I' -

Lo > e 15 5 of W gy oSl g 1A
“Padg dasarnya, scmua bemink muamalah boleh dilaknkan
kecuali ada dalfl yang mengharambamya. "'

Memperhatikan Pendapat peseria Rapat Pleno Dewnan Syari'ah Masional pada hari
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000,
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAY AAN MUDHARABAH (QIRADH)
Pertama :  Ketentuan Pembiayaan:

l.

Pembiayaan Mudhammbah adalah pembiayaan wvang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produkiif,

Dalam pembiavaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaba (nasabah) bertindak sebagai mudhanb atau
pengelola usaha.

Jangka wakiu usaha, talacar pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai denpan syari'ah; dan LKS tidak
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyal hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebasai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudbharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudbarabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangzan,
LKS dapat meminta jaminan dari mudharnb atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal vang telah disepakati
bersama dalam akad.
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8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN.

9, Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melalukan kewajiban

alauw melakukan pelangearan terhadap kesepakatan, mudharib
berhak mendapat panti rugi atau biaya vang telah dikeluarkan.

Kedna :  Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1.

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola {(mudharib) harus

cakap hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam  mengadakan

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pepawaran dan penerimaan hamus secara  eksplisit
menmujukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,
Alkad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Modal ialah sejumlah wang dan/alau asel yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan

syarat sebapai berikut;

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbenituk uang atau barang yang dinmilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset lersebut harus
dinilai pada waktu akad.

¢. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibavarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai
dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (misbah)} dar keun-tungan
sesual kesepakalon, Perubahan misbah hamus berdasarkan
kesepakatan,

c. Penyedia dana menangpgung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola ndak boleh menangeung
ketugian apapun  kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan,

Kegiatan usaha oleh pengelola {mudharib), sebagai perimbangan

{mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus

memperhatikan hal-hal berikut:
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07 Pembiavaan Mudharabak (Qiradh) 5

Keliga

Kelua,

Prof.

H. Ali Yafie

Kegiatan wvsaha adalah hak eksklusif mudhanb, tanpa
campur tangan penyedia dama, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

Penyedia dana ddak boleh mempersempit  tindakan
pengelola sedemikian rmupa vyang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, vaitu keuntungan.

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam
dalam tindakannya yvang berhubungan dengan mudhara-bakh,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam akiifitas
ilu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiavaan:

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu,

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan {mu’allaq) dengan sebuah

3

kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi,

Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarmnya akad ini bersifat amanab (yed al-amanah), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
tegjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syan'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan mealalui musyawarah,

Ditetapkan di - Jakarta
Tanpaal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

ekretnris,
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FATWA
DEWAN SYARI"AH NASIONAL
NO:; 08/DEN-MULTV/2000

Tentang
PENMBIAYAAN MUSYARAKAH

PSS RA D TP
Dewan Syari’ah Masional setelah

Menimbang . a. bahwa kebutuhan masvarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain
melalui pembiayaan musyarakah, yailu pembiayaan berdasarkan
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan
ditangpung bersama sesuai dengan kesepakatan;

b. bahwa pembiayaan musyarakah vang memiliki keungpulan dalam
kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan
maupun tesiko kerupian, kini telah dilakukan oleh lembaga
keuangan syari’ah (LKS);

c. bahwa apar cara tersebut dilakukan sesuai denpgan prinsip-prinsip
syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LES.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24
Vyal ’_,Z.u,ll*ﬁ ‘ ""’”uj"["—ﬁr"‘“"g'-‘! RIALA B |,5"m
Jrls F QbJL:Jﬁ 1 }L.F y

"..Dan sesungguimya  kebanyvakan dari orang-orang yang
bersyarikat it sebagian dari mereka berbuat zalim kepada
sebaglan lain, kecnall orang yang beriman dan mengeriakan
awral sheleh;: dan amat sedikitlah wmerebo ini "

2. Fimman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

a3 _,,u.j'u A :_,:.m Whih

“Hai prang yoang beriman! Pemihxfah a.ﬁaa’ arkered ifne ., "
3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairoh, Rasulullah SAW
berkata:
- - Fl - ¥ F - - =
o LA 3 (I G 55 20 I8 T 2 00 JUE 0

I
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6.

Memperhatikan

“Allah swt. berfirman: ‘Akn adalahk pihak ketiga davi diva orang

yang bersyarikat selama salah sat pihak vidak menghiianati
pikhak yvang lain. Jika solah satu pihak telah berkhianat, Aku
kefnar davi mereka. " (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-
Hakim, dari Abo Hurairah).

Hadis Nabi riwayatl Tirmidzi dari “Amr bin *Aul:

ey G TSNS 5 Gl V) Gl G5 10
fre e i T s s Nas T a i3, T

"Perdamalan dapat dilabakarn df antara kowm muslimin kectall

perdamaltan yang mengharamban vang halal afou menghalalkan

yang haras: don Fows mustimin terikat dengan syaraf-syarat

mereka kecunali syaral yang mengharamban yang halal afou
menghalalian vang haram. ™

Tagrir Mabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat i,

lima’ Ulama atas keboleh musyarakah,
Kaidah figh;

Load 2 e 05 006 OF W sy ol g 1Y
"Pada dasarmya, sempa Dentuk muamalah boleh dilakukan
Kecwali ada dalil vang mengharambannya, ™

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada han
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000,

MEMUTUSKAN

Menelapkan . FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam  mengadakan

kontrak {akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara  eksplisit
menunjukkan wjuan kontrak (akad).

b, Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,

c.  Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan

memperhatikan hal-hal berikut:

a, Kompeten dalam memberikan atau dibenikan kekuasaan
perwakilan.

b. Setiap miira harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

Bewmr Syvarich Nasional MU



08 Pembiayaan Musvarakah 3

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah
dalam proses bisnis normal.

d. Setiap milra memberi wewenang kepada mitra yang lain
untuk mengelola aset dan masing-masing dianpgap telah
diberi wewenang uniuk melakukan aktifitas musyarakah
dengan  memperhatikan  kepentingan  mitranya, tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

2. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atao
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendird.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a. Modal

13 Modal yang diberikan harus vang tunai, emas, perak atau
yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti
barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan
tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan  atan menghadiahkan  maodal
musyarakah kepada pihak lain, kecuwali alas dasar
kesepakatan,

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak
ada jaminan, namun univk menghindar terjadinya
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1} Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanoan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dar vang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuniut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedodukan
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan
dalam kontrak,

¢. Keuntungan

1Y Keuntungan harus dikuantifikasi denpan jelas uniuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada wakiu
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus  dibapikan secara
proporsional atas dasar selurub keuntunpan dan tidak
ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi
seorang milra,
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3} Secrang mitra  boleh  mengusulkan  bahwa  jika
keuntungan melebihi jumlah tertentw, kelebihan atau
prosentase itu diberikan kepadanya.

4} Sistem pembapian keuntunpan barus tertuang denpan
jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra  secara
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4, Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah safu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari*ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 08 Mubarram 1421 H.
13 Apnl 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bewan Syariak Nasional MU
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: (4/DSN-MULTY/ 2000

Tentang
MURABAHAH
& T ¥
o g A

-

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang -

b.

Mengingat .

bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesejahieraan dan berbagai kegiatan,
bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang
memerlukannya, yaitu menjual suatw barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayamya dengan
harpa yang lebih sebagai laba;

. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa

tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syar®ah,
Firman Allah 0%, al-MNisa' [4]: 29

R R IR W e PRy SR AA SR A

“Hai orang yang berimon! Janganloh kalian seling memakan
frrengambill harta sesomamu dengon jalan vamg batil, kecoali

dengan jolan perniggean yang bevlalu dengan sukarela di
eferamin... "

. Firman Allah Q8. al-Bagarah [2]: 275:

L By @ e
" Phan Allal felak menghalaltan jual beli dan mengharamban
ritya. "
Firman Allah (%, al-Ma'idah [5]: 1:

ooyl T L gl
“Heti crang yang beriman! ’.:wufu’fa’.& .c?.i!m;-.:rﬁ'ad it " ’

. Firman Allah Q5. al-Bagarah [2]: 280¢

e

- - oy s oE
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“Dan fika foranmg berutarg itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia berkelapangan ... ™

5. Hadis Nabi SAW.:
o A S Tas. ® - P a
d_ij|u1¢qulJJ:»JG;mﬂﬁw&Jg§JA;JlJMﬁfaﬁ
i arle ol Lé.r_g__j'la'-__-;_,) Lu.d'I:;“ c...lul Ln..r'I Jbr.LwJ ﬁﬂ}

Dari Aby Sa'id A-Khudri bolwa Rasulnlfoh SAW bersabda,
"Sesungouhnya jual beli itw harns dilakukan suka sama suka”
(HR. al-Baihaqgi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban).

6. Hadis Mabi riwayat Ibnu Majah:
'Jﬂ.rg'- J-'.t-'qi' L] * i d--f’-'.-' - G'-'":a ",. & & *¥
(_':JII ce..“ iy A '.@.:'I-\.E.Jw "(_llu?i.ﬂl‘\j.lj‘tjﬁ'ﬂﬂlllgjwpwjl al
a:-h__,;hnﬁ_,d,}t.ﬂ“i.._,....l] Ilj_).j'l.jil:-_gi"-ﬁ_;lﬂ.u.hjﬂd.?l

(e 5
"Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli  tidak  secara wnai, mugaradhah  (mudharabah), dan

mencampny gandum dengan jewawwt wifuk keperfuan rumal
tangea, bukan untiek dijual. ' (HR, Thnu Majah dani Shuhaib),

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidei:

Wi J}n PN . el ‘}.'l ;MLMH ""L..F ,LLaJa

B

Com Tt B e D ) g B 0,
(D g pes of S ol )

"Perdamalan dapat dilelackan di antara keum musiinin kecuall
perdameaian yang mengharamkan yoang holal atan menghalalkan
yarg haram; dan kaum mustimin ferikal dengan syarat-syaral
mereka kecuali syarat yang mengharamban yarg halal atou
menghalalian yang haram” (HR, Tirmizi dan “Amr bin “Auf),

8. Hadis Nabi riwayat jama’ah:

d-" — e .

"Menunda-nunda  (pembayaran) yang dilalakan oleh orang
mampy adalal suatu kezaliman ... ™

9, Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu D.w.ud Ibu Mu_:.ih dan Ahmad:

LEE ] J.- N

Az giey o0 | Lm J—‘P.-Uj'-',,rs
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"Mennnda-mumda (pembayaran) yang dilobukan oleh orang
mampy  menghalalkan  harge diri dan  pemberign  sanksi
kepadamya. ™

10. Hadis Mabi riwayat *Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

g -7 - f___-i___, . J., -if % Jg P

W o oAl 2 L e B K @ ) J A
"Rasulnllah SAW. ditenya fentang ‘urban (uang muka) dalem
Jrierl beli, maka beliau menghalalkanma. ™

11. Jjma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara

Murabahah (Tbnu Rusyd, Bidavah al-Mujtahid, juz 2, hal, 161;
lihat pula al-Kasani, Beda ' as-Sana ', juz 5 Hal. 220-222),

12. Kaidah figh:

Memperhatikan

J'-l-"f

N 25 e 5 0% o W 10y el s

"Pada dasarnya, semua bemtuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil vang mengharankannya, ™

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada har
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000,

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

f.

Bank dan nasabah harmus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
Islam.

Bank membiayal sebagian atau seluruh harga pembelian barang
vang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yvang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
{pemesan) dengan harga jual senilai harga  beli  plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitalin
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
vang dipetrlukan.

MNasabah membayar harga barang vang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu lertentu yang telah disepakati,
Untuk mencegah terjadinya penvalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.

Dewanr Syariah Nasional MUT
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.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah hams
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank,

Kedua : Kelentuan Murabahah kepada Nasabah:

l.

MNasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih  dahulu aset vang dipesannya secara sah  denpan
pedagang,

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
Jjual beli,

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan,

Jika nasabah kemudian menclak membeli barang tersebut, biaya
riil bank harus dibayar dari vang muka tersebut.

Jika nilai uwang muka kurang dan kerupian yang harus
ditanpeung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘wrbun sebagai alternatif dari
vang muka, maka

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harpa.

b. jika pasabah batal membeli, vang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebul; dan jika wang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya,

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

l.

2

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, apgar nasabah serius
dengan pesanannya.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

L.

2

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia tetap berkewajiban uniuk menyelesaikan
utangnya kepada bank,

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya,

Dewan Syariah Nastonal MUT
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3, Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminia
kerugian itu diperhitungkan,

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
1. Masabah vang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2. lika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibammya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‘ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam :  Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai a menjadi
sanggup kembali, ataw berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 26 Deulhijjah 1420 H.
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